BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR &4 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kabupaten
Banyumas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan :

ol

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Banyumas.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas
yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
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10.

1l

12.

13.

14.

SAP Berbasis Akrual adalah  SAP  yang mengakul
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten banyumas,

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakul
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar,

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakul pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setarn
kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbansis
kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis
akrual.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menye-
lenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keunngan
untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan,

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah adalah perangkat daerah pada pemerintah
Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bayumas.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.
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15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah  laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, Dbelanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ckuitas dana pada tanggal tertentu.

18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan

LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening pada Pemerintah Daerah sebagai
tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.
23. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

24, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah, \g
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Pasal 2

Kebijukan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bupati ini disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual.

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan
BUD, dan Laporan Keuangan SKPD dalam rangka
meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik
antar periode maupun antar Entitas Pelaporan,;

b. memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan
sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Kebijakan Akuntansi terdiri atas:

a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

b. Kebijakan Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [lI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

f. Kebijakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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h. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

i. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Lainnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

J. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

k. Kebijakan Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

l. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

m. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

n. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

o. Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Kebijakan Akuntansi Transitoris, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

q. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan
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Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108
Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2015.
Agar  setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 0 MAY 2014
BUPATI BANYUMAS,

i -Diundangkan di Purwolkerto ACHMAD HUSKIN
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Pada wahun 2005, Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi
Pemenntahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Tahun 2005). SAP Tahun
2005 berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
rangka menyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP Tahun 205 menganut basis kas
untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis
akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ckuita.sf’-/—’
Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi
anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca

dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan
basis kas menuju akrual (cash towards accrual).

Pada tahun anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah
mampu menyusun laporan keuangan. Namun demikian, penyusunan
laporan keuangan berdasarkan SAP baru dimulai pada tahun anggaran
2006. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan basis akrual,

sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun
berdasarkan basis kas.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan opini
Tidak Wajar untuk tahun anggaran 2006, Disclaimer untuk tahun
anggaran 2007 dan 2008, Wajar Dengan Pengecualian untuk tahun

anggaran 2009 dan 2010, serta Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun
anggaran 2011, 2012, dan 2013.

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Tahun
2010). Secara formal SAP Tahun 2010 mencabut SAP Tahun 2005, namun

secara substansi, materi yang diatur dalam SAP Tahun 2005 juga dapat
diterapkan sampai dengan tahun anggaran 2014.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan SAP Tahun 2010, Menteri Dalam
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, \?
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Sehagal dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan
BAP Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan
Rebuyakan Akuntansi, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebljakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Rabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyvumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemenntah Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan akuntansi tersebut
mengrunakan  basis kas  menuju akrual sebagaimana diatur dalam

Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan,

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang
merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 serta
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pencrapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah  Daerah, implementasi basis akrual telah mendapatkan
landasan teknis pelaksanaannya. Berdasarkan SAP Tahun 2010 tersebut,
Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menetapkan kebijakan akuntansi
berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
1. Tujuan
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini antara lain adalah:

a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar
periode maupun antar entitas pelaporan; dan

b. Memberikan pedoman dalam melaksanakan sistem dan prosedur
akuntansi.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis
akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. ACUAN PENYUSUNAN
Penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
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2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang akuntansi dan

D.

E.

pelaporan keuangan,

3. Peraturan  perundang-undangan  yang relevan  dengan laporan
keuangan.

GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan
akuntansi dan pertanggungjaowaban pengelolaan keuangan pemerintah
vang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Banyumas. Kebijakan Akuntansi disusun

berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan
yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman
bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna
laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Dacrah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui
pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun
kas belum diterima di RKUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun
kas belum dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, basis kas masih
digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran
disusun berdasarkan basis kas.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan Akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuasikan
dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan
pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

l BUPATI BANYUMAS,
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LAMPIRAN I

PERATURAN DUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN  AKUNTANSI PEMERINTAH
RABUPATEN BANYUMAS

KRERLIAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A RERANGKRA DARAR
Twwan Laporan Keuangan

Twwan umum  laporan keuangan adalah menyajikan informasi
engenar posis keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan

vang  bermanfant  bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dikelola, dengan:

& menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;

b menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;

¢. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggaran yang ditetapkan;

¢. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktvitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

[ menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

£. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:

@. indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b. indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

\J

ATs

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

L

wr

Ruang Lingkup
Kebyakan Akuntanai inf berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas
Aluntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Tangaung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik Entitas Pelaporan maupun Entitas Akuntansi
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Basis AKuntansi

Baxis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Dacrah adalah basis  akrual. Dalam hal anggaran disusun dan

dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis
kax

homponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang lengkap terdiri atas:
Neraca, LO, LRA, LPE, LAK, LPSAL, dan CaLK.

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian
Neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang selain dari rupiah
harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian dan
mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan
dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa
laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk
pengambilan keputusan;

b. dapat diandalkan, dengan pengertian:

1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan
entitas;

2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau
transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4) dapat diverifikasi;

5) mencerminkan kehati-hatian; dan

\J
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6) mencakup semua hal yang material,

¢. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat
dalam  laporan keuangan uakan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan

dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pPemahaman para pengguna,

Dalam  melakukan pertimbangan  untuk penetapan  Kebijakan
Akuntansi, Pemerintah Dacrah memperhatikan:

4. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip
dengan masalah terkait;

b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,
ckuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam
Kerangka Konseptual SAP dan PSAP; dan

€. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah
daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan
likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu
jatuh temponya.

c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang
dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan
utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan
tugas dan fungsinya.

d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis
dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Informasi dalam CaLK, berkaitan dengan pos-pos dalam Neraca, LO,
LRA, LAK, LPSAL, dan LPE yang sifatnya memberikan penjelasan,
baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif,
termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi

lainnya.

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan
menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk
menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan
dalam jumlah nominal atau persentase.

S
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(. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal scbagai berikut:

1) Perubahan estimasl akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan
kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan
pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode
berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan
dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai
sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset
tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun
sclanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh
perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK,

2) Perubahan kebijakan akuntansi.
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda

diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang
berlaku; atau

b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan
penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam
laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif
dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian
dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode
sajian.

10. Konsistensi

a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari satu periode ke periode yang lain oleh suatu entitas
pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa
tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah
dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus konsisten, kecuali:

1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas
pemerintahan; atau

2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.

\/
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12.

13.

14.

15.

c¢. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan
diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu
direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam
Cal.K.

Matcrialitas dan Agregasi
a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan
keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat
digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

¢. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun
takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih
pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya
suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang
lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLXK.

Informasi Komparatif

a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif
dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca
interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun
sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi
anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun
anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan
keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila
relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan antara dua laporan keuangan tahunan dan harus
dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan.
Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan,
triwulanan, atau semesteran.

b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti
laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, LRA, LO, LAK,
LPE, LPSAL, dan CaLK.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan
entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur
yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,
pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat

\}
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menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan
ckonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Transaksi dan saldo resiprokal antara BUD dan SKPD dieliminasi.

b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan
BUD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan
keuangan SKPD,

c¢. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan
kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan
keadaan yang sama atau sejenis.

d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPD sebagai entitas
akuntansi mencakup laporan keuangan BLUD unit kerja.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:
1. Neraca;

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

3. Laporan Operasional (LO);

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4. Laporan Arus Kas (LAK),;

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris. \?
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5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE merupakan komponen laporan keu

angan yang m i
sekurang-kurangnya pos-pos ckuitas awal, surplu)sf/dfﬁsit-i'(j)yaﬂ:gn
periode  bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung mena Eha
mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. e

. Laporan Perubahan SAL (LPSAL),

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Sak;llo An e
Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sis'a Lebih/l?tglaran
Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kc':salahan Pembul-:uang
Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. .

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan
daftar rincian dan /atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos'
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk
pula di dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta
pcngungkapan-pcngungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau
komitmen-komitmen lainnya.

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

mi tidak dapat semata-mata didasarkan atas
m laporan keuangan. Hal ini disebabkan
batasan, antara lain:

bahwa pencatatan atas transaksi
kan terus dibawa dalam laporan
tan nilai aset non moneter bias
(lebih besar/ lebih kecil)
i yang berakibat pada

Pengambilan keputusan ekono
informasi yang terdapat dala
laporan keuangan memiliki keter

1. Bersifat historis, yang menunjukkan
atau peristiwa yang telah lampau a
keuangan. Hal ini berakibat pada pencata
jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut
karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflas
naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.

m, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak

si khusus yang dibutuhkan oleh pihak

dipenuhi semata-mata dari laporan

2, Bersifat umu
pengguna. Biasanya informa
tertentu tidak dapat secara langsung
keuangan.

3, Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

masi yang bersifat material.

tif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya
beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai
maka dipilih alternatif yang menghasilkan
paling kecil.

4. Hanya melaporkan infor

5. Bersifat konserva

apabila terdapat
penilaian suatu pos, .
pendapatan bersih atau nilai aset yang

J-
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6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ckonomi dan bukan hanya bentuk

hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan,
schingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi
antar instansi pemerintah pusat.

BUPATI BANYUMAS,

R

ACHMAD HUSEIN

No Jabatan Paraf

1 Sekretaris Daerah

| 2 Aspemin

Ir3 Kabag Hukum \\} !

| 4 Ka DPPKAD
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PENGERTIAN
1. Definisi

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk
mencatat Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUD dan SKPD.

Kas adalah uvang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Sctara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap
dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan,
scrla mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung
dan tanggal perolehannya.

Klasifikasi

ra

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam 3
klasifikasi besar yaitu:

a. Uang Tunai, terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang
rupiah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya
uang tunai dan koin dalam mata uang asing.

b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening Pemerintah

Daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk
melakukan pembayaran.

¢. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek Pemerintah Daerah, yang
siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang
signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas
antara lain adalah deposito Pemerintah Daerah yang berumur 3 (tiga)
bulan.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan unit pengelolaannya maka kas
dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kas dan Setara Kas yang Dikelola BUD, yakni kas dan setara kas
yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD.

b. Kas dan Setara Kas yang dikelola Non BUD (SKPD dan BLUD), yakni
kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan
pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang antara lain

terdiri dari: \;
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1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di
lingkungan SKPD setelah memperoleh persetujuan dari pejabat
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.,

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang harus dipertanggung-
jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran

SKPD.
3) Kas dan setara kas di BLUD

Kas di BLUD adalah saldo kas pada instansi Pemerintah Daerah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang
merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan
pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau
bendahara pengeluaran.

4) Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan

Kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan adalah saldo kas pada SKPD selain dari Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di
BLUD. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga,
jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum
disetor ke kas daerah, dan belanja yang sudah dicairkan akan
tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

B. PENGAKUAN
Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan

2. penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Pemerintah
Daerah.

C. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan
dalaam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas.dglam valuta asing maka
nilainya disajikan dalam neraca berdz?sarkan nilai translasi (penjabaran)
mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca. \ﬂ
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E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kas dan Sctara Kas disajikan dalam Neraca. Berikut ilustrasi penyajian Kas

dan Sctara Kas pada Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
e (Dalam Rupiah)
~ URAIAN 20X1 20X0
ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Kas di BLUD XXX XXX
Piutang XXX XXX
Jumlah Aset Lancar XXX XXX
INVESTASI JANGKA PANJANG XXX XXX
ASET TETAP XXX XXX
KEWAJIBAN XXX XXX
EKUITAS XXX XXX

Disamping disajikan dalam Neraca, Kas dan Setara Kas juga disajikan

dalam Laporan Arus Kas.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat kenaikan

atau penurunan atas kas dan setara kas.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X 1 dan 20X0

(Dalam Ru piah)

URAIAN 20X1 20X0

[ ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI e e
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS XXX XXX
Total Kenaikan (Penurunan) Kas XXX XXX
Saldo Awal Kas di BUD XXX XXX
Saldo Akhir Kas di BUD XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

| SALDO AKHIR KAS XXX XXX

21-
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Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan LAK dijelaskan, diperinci dan
" diberikan analisa dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CALK sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;

2. Kebijakan manajemen setara kas

3. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan
dikuasai pemerintah;

4. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP
yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSW
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Inwstgsi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
sepc.ru bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakal.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek
dan investasi jangka panjang.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK
1. Pengertian

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus
memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen Kkas,
artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut
apabila timbul kebutuhan kas;

3) berisiko rendah.

b. Klasifikasi
Berikut adalah jenis investasi jangka pendek:

a waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan

1) Deposito berjangk ;
g secara otomatis

12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjan
(revolving deposits);

2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBl\.Il jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan
Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah de?lam. bentuk'
investasi dan perubahan piutang menjadi f'nvc?sta_si dapat d;akm sebagai
investasi jangka pendek apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:

at ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
g akan datang atas suatu investasi tersebut

\%

a. Kemungkinan manfa
potensial di masa yan

3.
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dapat diperolenh Pemeris
(tiga) bulan sampai den

b. Nilai perolehan atay nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

\tah Dacrah dalam jangka waktu lebih dari 3
gan 12 (dua belas) bulan;

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas Pemert

merintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai
belanja atau pun pPengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Apabila dalam Pe"‘l)"m\nfpcnjuulan investasi jangka pendek terdapat
kenaikan atau penurunap nilai dari nilaj tercatatnya, maka selisihnya
diakui - sebagai  penambgp alau  pengurang SILPA dan sebagai
keuntungan atau kerug; ada LO. Keuntungan diakui pada saat
A tnya, dan kerugian diakui pada saat harga
pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah
dari nilai tercatatnya,

. Pengukuran

a. BFb.erapa Jenis investas;i, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk
nilai pasar. Dalam hga] nilai investasi yang demikian, nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar

; penerapan nilai wajar. Sedangkan
untuk investasi yang tidak memiliki

pasar yang aktif dapat
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat

atau nilai wajar lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya

saham dan obligasi Jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

¢. Apabila investasi dalam bentuk surat berh
perolehan, maka investasi dinilai berdas
pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar., Apabila tidak
ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset
lainyang diserahkan untuk memperoleh  investasi tersebut.
Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah
yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil
penilaian sesuai ketentuan.

arga diperoleh tanpa biaya
arkan nilai wajar investasi

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal
deposito tersebut.

i i disajikan pada
. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing
neraca dai]amgmata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral
pada tanggal pelaporan,

- Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada ;?osbaset lar:.;ai ciii ne’:au:,"c\i
SCd:ngkan dh?'lsgisatj?l:;n pada LRA dan LO. Transaksi per}geluara.n kas.
mrtlulipatagle:an investasi jangka pendek Qicatat_ sebagai !;k]]aSlﬁ]f(;:l
kas mcll'))_?e:di investasi jangka pendek, dan tidak dilaporkan dalam ;

\4
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weuntungan  atayg

Keriginn san pelepasan investnsi jangka pendek
peapkan dalam LO

dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
peda LAK, investasi jangk, pendek disajikan sebagal bagian tersendiri di
wast A {empat) akitivitag Vi

| MR ada dalam LAK, dan atas selisih harga
penonlan pelepasan dan

Nilal tercatat atas investasi jangka pendek
Amapkan sebaga) PeNYesuaian terhadap Kas.,

Penkut minlf\h Hustrawg PenvVajian investas jangka pendek pada LRA:

PEMERINTAN KADUPATEN DANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANQOARAN
UNTUR TANUN vANG BERAKHIR 1) DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
URAIAN 20X1 | 20x0
PENDAPATAN DAERAN ' x| o
EELANJA DAERAN (roxxx) e
SURMUS/(DEFISIT XXX WS
PEMINAYAAN NETTO o0 o
SLPA L (SIKPA) 000X i
Penyesuaian SILPA/(SIKpA) XK WX
SUTASKPA SETELAH PENVESUAAN | o o
* Termasuk penyesuaian ata

8 Selisih Harga Penjualan/Pelepasan

dan Ndai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah ilustrasi Penyajian investasi jangka pendek pada Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN ] 20X | 20x0
e
ASET LANCAR
Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam Deposito XXXX XXXX
Investasi dalam SUN XXXX XXXX
Investasi dalam SBI XXX XXXX
- Investasi Jangka Pendek Lainnya XXXX XXXX
‘ Jumlah Investasi Jangka Pendek XXXX XXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG
ASET TETAP
- ASET LAINNYA
KEWAJIBAN
EKUITAS
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Berikut adalah ilustras;j
apabila pada tangga] pela

Penyajian investasi jangka pendek pada LAK,
Poran masih terdapat investasi jangka pendek:

S
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS ,‘

s LAPORAN ARUS KAS
K TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

- R (Dalam Rupuah) |

ARTIVITAS OPBRAST —t
AKTIVITAS INVESTAS] e B s |
(roxexx) | () ‘

AKTIVITAS PENDANAAN eI (—
AKTIVITAS TRANSITORIS XXX ! 00X !
Total Kenaikan (Penurunan) Kas XOOK PO |
Penyesuaian *) XX XXX !

Saldo Awal Kas di BUD XXXX ooy
Koreksi Saldo Awal Kas o oxx

Saldo Awal Kas di BUD setelah Koreksi oo | e

Saldo Akhir Kas di BUD oo XXX
Investasi Jangka Pendek Lo | oow) ,
Saldo Akhir Kas di BUD Selain yang telah | oa | o |

Diinvestasikan | i

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | wox S

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | oo oy

Saldo Akhir Kas di ........ OLK Uy

SALDO AKHIR KAS 0o R

Termasuk penycsuaianﬂinma Selisth Harga  Penjualan/Pelepasan
dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek
diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan dalam CaLK antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investas: jangka pendek;
. Jenis-jenis investasi;

b
¢. Perubahan harga pasar,;
d

. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alas an penerapannya,

dan

[. Perubahan pos investasi.
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i INVESTASIJANQKA PANJANG
1. Pengertian

a. Definisi
Investasi janpka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebi

1 dari 12 bulan.
b. Klasifikasi

ln\-csms_i jangka Panjang  dibagi menurut  sifat penanaman
investasinya, yaitu;

1) Investasi Permanen

cara terus menerus tanpa ada niat
arik kembali.

!“""Stﬂs_i Permanen yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah
Investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi
dividen dan/atau pengaruh yang signifikan

dalam jangka Panjang  dan/atau menjaga  hubungan
kelembagaan, berupa :

a) Penyertaan Modal pada perusahaan daerah;

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Non Permanen

Investasi non pPermanen meru
yang kepemilikannya berjangk
bulan, dimaksudkan untuk tid
niat untuk memperjualbelika
non permanen dapat berupa:

pakan investasi jangka panjang
a waktu lebih dari 12 (dua belas)
ak dimiliki terus menerus atau ada
n atau menarik kembali. Investasi

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka

panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
tempo;

b) Penanaman modal dalam proyek pemban

gunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;

¢) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara
bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);

d) Investasi non permanen lainnj,.ra, yang sifatnya .tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan,
seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2. Pengakuan

i hibah dalam bentuk
dan/atau aset, pencnmr:llan oal .
f’cngiuqrgn kkzsnversi/piuta"g atau aset lain menjadi investasi dapat
investasi dan

“sulf
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diakul sebagaj investasg Jangka panjang apabila memenuhi kriteria
sebagal berikuy:

a. Kemungkinan Manfoat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di

'8a yang akan datang atas suatu investasi tersebut
:h“l““ diperoleh Pemerintah dacrah dalam jangka waktu lebih darj 12
bulan;

b, Niul} perolehan agay nilai wajar investasi dapat diukur secara andal
(reliable).

Pengeluaran kas dalam rangka pe
diakui sebagai Pengeluaran pembia
atas pclcpasnn/pcujuulnn

penerimaan Pembiayaan,
disajikan dalam LRA

Pada saat pclepasan/pcnjuulnn investasi,

ahtara !‘“Sil Pelepasan investas; dengan nilai tercatatnya harus
filbtb«'m“\ml’ atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan
sveawmal, }"cumungﬂn/kct‘ugian Pelepasan investasi disajikan dalam

rolechan investasi jangka panjang
yaan, Sedangkan penerimaan kas
investasi jangka panjang diakui sebagai
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

apabila terjadi perbedaan

a. apabila metode

b. apabila metode Pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas,
maka dividen saham tidak

diakui sebagai pendapatan baik pada LRA
maupun LO.
. Pengukuran
a. Metode Penilaian

1) Biaya;

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan,
baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya.
Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi ity sendiri

ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

a) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah
kurang dari 20%.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian
hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hokum yang terkait.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunaj yang
diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi. Sedangkan dividen rfialam !aentuk saham diakui
sebagai penambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

It
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2)

3)

b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat

ulang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan
untuk dimiliki berkelanjutan.

Investasi non permane

n dalam bentuk penanaman modal di
proyek-proyck

Pembangunan. Biaya perolehan yang dimaksud
adalah biaya Pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan
untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam

rrp*ngku penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan ke pihak ketiga.

Mctode Ekuitas:
Mclodc:_ckuims diterapkan untuk investasi permanen dengan
kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau
kepemilik

\ an Kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan.

Pada metode ckuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya
perolehan. Bia

I yYa perolehan dimaksud meliputi harga transaksi

Investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam
rangka perolehan investasi tersebut.

Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah
daerah djcatat sebagai pendapatan hasil investasi dan
mengurangl nilai investasi Pemerintah Daerah. Sedangkan

dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi
nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi Juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan nilai investasi Pemerintah Daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta

asing, perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan BUMD serta
revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value),

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk
investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi
non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable wvalue). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat
diperoleh dengan melakukan pepatausahaan investasi sesuai
dengan jatuh temponya (aging Sf:h.edute). . Berda§arkan
penatausahaan tersebut, akan‘ d.iketahul_ Jumlah.mvestam yang
tidak dapat tertagih/ tcrea]isam,_mvcstam yang du:agukan ‘dap..':tt
tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terealisasi.

\
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Pengukuran inve

stasi non permanen di Neraca berdasarkan nilai
yang dapat direq

lisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan
nilai investasi nop permanen diragukan tertagih/direalisasikan
dari nilaj investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga
!tcmlcllqll. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika
NSl nOn parmatien tarsebut bapat-benat sudah  Gdak

tertagih/direalisasikan dan  penghapusannya  mengikuti
ketentuan yang berlaku,

Akun lawan (contra account) dari investasi non permanen

diragukan tertagih/direalisasikan adalah beban investasi non
permanen diragukan lertagih/direalisasikan.

b. Tingkat pengaruh sebagai faktor pemilihan metode investasi
Dalam kondis;j tertentu,

kriteria besarnya persentase kepemilikan
saham bukan merupakan

: faktor yang menentukan dalam pemilihan
n_mtode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah
ungkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian
terhadap perusahaan investee. Cirri-ciri adanya pengaruh atau
pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

1)

Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2)

Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

3) Kemampuan untuk meneta

pkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee;

4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/pertemuan dewan direksi.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset
Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah
Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan
mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku
pada tanggal transaksi. Pada neraca, investasi dalam mata uang
asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah
Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran mata uang
asing ke dalam mata uang Rupiah antara tanggal perolehan
investasi dan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada
neraca.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik
yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi
non permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai
pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang
dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian
lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Y
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Hasil dari investasi,
pcndnpnlnn dan disaji
investasi yang masih te

Berikut adalah
neraca:

e =T

Scperti bun
k

ilustras;j

URAIAN

Investasi Jangka Pendek

Bagian Lancar Iny
NonPermanen

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Dalam Obligasi
Penyertaan Mogd
Proyek Pemban
Dana Bergulir
(Dana Bergulir Y
Terealisasi)
Investasi Jan
Lainnya
(Investasi Jan
Lainnya Yang Diragukan
Tertagih / Terealisasi)

Jumlah Investasi Jangka Panjq
Permanen

al Pemerintah
gunan

gka Panjang Non

Investasi Permanen BLUD
Investasi Permanen Lainnya

Permanen

ASET TETAP
ASET LAINNYA

.....

Dana Kelolaan Yang Belum
Digulirkan /Diinvestasikan

KEWAJIBAN
EXUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X DAN 20X0

— ]

estasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

ang Diragukan Tertagih/

gka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Permanen pada BUMD

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ga dan dividen, diakui sebagai

4n pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil
Mutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

Penyajian investasi jangka panjang pada

(Dalam Rupiah)
20X0

20X1

:
:

Dalam

if B
g8 B§

—_—

Permanen

:
:

g
£

ng Non

:
:

SRR
EEERE

:
:

Ay,
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Hal-hal lain yang harus dj

\ ; ungkapkan dalam CaLK berkaitan dengan
investasi Pemerintah

Daecrah, antara lain;:

. Kebijakan akuntans; untuk penentuan nilai investasi:

a
b. Jenis-jenis investas;, investasi permanen dan non permanen;

Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai inyeg
tersebut;

C.

tasi yang signifikan dan penyebab penurunan

e. Investasi yang dinjlaj dengan nilaj wajar dan alasan penerapannya;

f. Perubahan pos investasi;

g. Penjelasan perhitungan Penyisihan atas investasi

non permanen.
5. Perlakuan Khusus

a. Investasi dalam saham bersaldo minus,
Investasi dalam bentuk saham di

kfm?na perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau
nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya
bersaldo minus. Investasj bersaldo minus diakui oleh Pemerintah
Daera?'l sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi
berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai
tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (incurred
legal/ constructive obligation) terhadap perusahaan daerah.

mungkinkan bersaldo minus

Apabila Pemerintah Daerah tidak mempunyai tanggung jawab
konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah

tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada
neraca.

b. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

BPYBDS adalah aset yang berasal dari APBD, yang telah
dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan Berita
Acara Serah Terima dan masih dicatat oleh SKPD. Aset BPYBDS
diperoleh melalui anggaran belanja SKPD dan ditujukan sebagai
penyertaan modal pada BUMD. Aset tersebut berstatus BPYBDS
karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD,
namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui
Peraturan Daerah.
BUMD mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan di
sisi lain SKPD masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya.
; i da atas aset tersebut, maka aset
Untuk menghindari pembukuan gan
BPYBDS dikeluarkan dari neraca SKPD (off the balance sheet) dan
diungkapkan dalam CalK SKPD baik nilai maupun tahap
penyelesaian yuridisnya secara rinci.
Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMD disajikan sebagai

N/
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Investasi Permanep Penyertaan Modal BUMD pada neraca sebesar
nilai perolehannyg yang tertuang dalam BAST atau nilai wajar
berdasarkan Penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya.
Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMD didasarkan atas
penggunaan Prinsip Substance Over Form dan Matching Cost Against

Revenue, bahwa ase( tersebut secara substansi telah digunakan oleh
BUMD dﬂlum kegiatun

danat Operasinya dalam rangka memperoleh
pendapatan,

- Dana Bergulir yang Belum Digulirkan / Diinvestasikan.
Dalam hal terdapat Dg

; na Bergulir yang sudah dicairkan dari APBD
atau  dari

Pengembalian  Dpanpa Bergulir  yang  belum

. Penyisihan Dang Bergulir Tidak Tertagih

1) Penyisihan dang bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan
persentase tertenty dar; saldo dana bergulir yang telah

diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur
pengelolaan dana bergulir, sebagai

a) Lancar, yaity apabila pe
angsuran pokok dan Jasa
tempo pembayaran angs
telah disepakati. Pen
Lancar sebesar 5%;

nerima dana bergulir membayar
pinjaman tepat waktu tanggal jatuh
uran sesuai dengan perjanjian yang
yisihan tidak tertagih untuk klasifikasi

b) Kurang Lancar, yaity apabila penerima dana bergulir
membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah
melampaui tanggal jatuh  tempo seharusnya angsuran
dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar
angsuran secara berturut-turut sesuaij dengan perjanjian yang
telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi
Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
barang sitaan sebesar 10%;

¢) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak
membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih
dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum
melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran secara
berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar
S50%;

d) Macet, yaitu apabila tidak.meml.:ayar angsuran Pokok dan
jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (scmb:lan'} kali angsuran
secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua bc!as)_
kali tidak membayar angsuran s.ecara bc?rtumt-'tu.rut sc.suaj
dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak

o
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3)

WA untuk Kiasifikasl Macet setelah dikurangi dengan
WAL aganan atay barang sitaan sebesar 90%; dan

o Dermasalah,  yairg apabila  tidak membayar sama sckali
aEsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaul
1l tempa nr!mnmﬁm lunas dibayar angsuran pokok da.n
JARA pInjaman sesyaj dengan perjanjion yang telah disepakati.
Penvisihan  (dak tertagth - untuk  klasifikasi Bermasalah
setelah dikvrang, dengan nilal agunan atau barang sitaan
sebesar 1000,

Nial agunan yvan

pembentukan Pegy

sebaga benkut:

&) 100% dan agunan berupa surat berharga yang diterbitkan
oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank,
tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan
logam mulia;

b} 80%

#diperhitungkan sebagni pengurang dalam
visthan Dana Bergulir Tidak Tertagih, adalah

dani nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak

milik (HM) atau gak guna bangunan (HGB) berikut bangunan
di atasnya;

. 6(?‘?‘2. dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak
milk (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai

berikut bangunan dj atasnya yang tidak diikat dengan hak
langgungan;

d) 50% dari Nllai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti
kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti
kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;

¢) 50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut
dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik;

50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor;

K" o

50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan
bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan
disertai bukti kepemilikan; dan

h) Agunan selain yang tersebut pada butir a sampai dengan h
dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam
pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih setelah
mendapat persetujuan dari Bupati.

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang

dalam pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih,

ditetapkan sebagai berikut: -

a) 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan
oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank,
tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan

logam mulia; \j
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b) 60% darj Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak.
milik (HM), hak Buna bangunan (HGB), atau hak pakai

berikut bangunan d; atasnya yang tidak diikat dengan hak
langgungan;

¢) S0% dari Nilg Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti
kcpcmilikan bcrupa surat girik (letter C) atau bukti
kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat
Pcmbcritalman Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;

d) 50% darj nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan

bFrmolor Yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan
disertai buktj kepemilikan.

b. Dana Bergulir yang tidak Digulirkan Kembali.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak
digulirkan kembalj,

maka kas dari Dana Bergulir yang belum
disetorkan ke Kas

Daerah sampai dengan tanggal pelaporan
keuangan disajikan se

bagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

BUPATI BANYUMAS,

A

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PENGERTIAN
1. Definisi

Piutang adalah jumlah yan

. g yang akan diterima oleh pemerintah
dan/hak Pemerintah Daerah

) e yang dapat dinilai dangan uang sebagai
akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang
diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas)
bulan scjak tanggal pelaporan.

Klasifikasi

ra

Berikut adalah jenis piutang:
a. Piutang Pajak

Pitflang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan
pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah piutang yang berasal dari penerimaan

retribusi yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan
keuangan.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui
penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila
penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan
maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan
angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar,
Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12
bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian
Lancar TPA.

d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses
pengenaan ganti kerugian daerah. Piutang TP dikenakan kepada

S
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bendahara kepada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan

kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang
karena 'porbunlnnnyn melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah.
Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo
dalam waktu 12 buylan setelah tanggal pelaporan.

e. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Bagian Lancar Piutan
jangka panjang yan
setelah tanggal pelap

B Jangka Panjang merupakan bagian piutang
B akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
oran,

f. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar dj Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang

timbul akibat pemerintah daerah telah melakukan pembayaran lebih
dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada
akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah
daerah. Contoh Uang Muka Belanja adalah uang muka pembelian

aset. Sedangkan, contoh Beban Dibayar di Muka adalah pembayaran
sewa gedung untuk periode tahun mendatang,

g. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang yang timbul dari kegiatan
operasional dan non operasional BLUD.

h. Piutang Transfer

Piutang Transfer merupakan piutang yang timbul akibat dana
Transfer ke Daerah belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang
akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau
manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika: (a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen
yang sah; atau (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah
dilaksanakan penagihan; atau (c) belum dilunasi sampai dengan akhir
periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian
fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,
apabila memenuhi kriteria: (a) harus didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; (b) jumlah
piutang dapat diukur; (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah
dilaksanakan penagihan; dan (d) belum dilunasi sampai dengan akhir

periode pelaporan. \F
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. Piutang Pajak

Secara umum, pengakuan
pengakuan terhadg
scbagai piutang per

piutang pajak diakui bersamaan dengaq

P pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui

Pajakan, harus dipenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surag ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat
penagihan,

. Piutang Retribus;j

penagihan dan telah dilaksanakan

Pengakuan Piutang retribusi dilakukan bersamaan dengan
pengakuan tehadap pendapatan retribusi. Untuk dapat diakui
sebagai piutang retribusi, harus dipenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan.
. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai
TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui

reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada
akhikr periode pelaporan.

.- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perb

endaharaan/Tuntutan Gantj
Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan
TP/TGR sebesar Nilai TP/TGR yang akan Jatuh tempo dalam waktu
12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode
pelaporan.

Piutang TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

1) Telah ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak
(SKTJIM);

2) Telah diterbitkan surat keputusan penggantian kerugian
sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan
ganti kerugian daerah;

3) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum
tetap ( inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk
membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

: ka Panjang merupakan reklasifikasi darj
B-agian Lancar P;latsjr;i;i;r;iesar nglai Piutang Jangka Panjang yang
Plutar?g Jangka o dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
akan Jffltuh 'wn'nptang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang
Eeklflﬁ}l{:;la?: dilakukan pada akhir periode pelaporan.
angka

Y
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. Deban Dibayar df Muka/Uang Muka Belanja
Pencatatan Beban Dibay

dengan pendekatan beby
kas yang nantinya aka,

ar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan
n, dimana jumlah belanja atau pengeluaran
! menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih
dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban
disesuaikan menjadi sebesar nilai yang scharusnya (atau sebesar
barang/jasa  yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah

dacrah), Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di
Muka/Uang Muka Belanja,

g. Piatang BLUD
Pawatang BLUD diakui dengan kriteria:

1) Telah terjadi kesepakatan antar
surat pernyataan langgung ja
diotorisasi oleh kedug belah p

a kedua belah pihak dengan bukti

2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
3) Telah diterbitkan surat penagihan,
h. Putang Transfer

1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam

diakui atau timbu] Pada saat diterimanya dokumen keputusan
Pemerintah Pusat mengenai kekurangan pembayaran penerimaan

pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak
daerah.

2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui atau timbul pada saat
terdapat selisih antara alokasi DAU yang ditetapkan berdasarkan

peraturan pemerintah dengan realisasi pembayaran dalam satu
tahun anggaran.

3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui atau timbul pada saat
Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah
diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah
definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan
pembayaran.

4) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum
menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum
ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah
penerima,;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaraFan, misalnya
tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu_, maka. t:mbul{lya hak
tagih pada saat persyaratan sudah dlp.cnuhl, tetapi belum
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
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4,

5) Piut Japi .
| dnk\l::::- Bagi Hasil dari provinsi dinkui atau timbul berdasarkan
N yang  sah  dari  Pemerintah  Provinsi mengenai

kckm-nm.;un PCmI)n ar '
l ¢ L]
daarals: yaran penerimaan pajak yang menjadi hak

Pengukuran

a.

Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam
dokumc‘n yang menyatakan ketetapan/tagihan pajak, seperti Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Piutang pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan,
pelunasan, dan penghapusan karena adanya keputusan keberatan

atau keputusan lainnya yang menyebabkan Piutang Pajak
berkurang.

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan
dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA dicatat sebesar jumlah TPA yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah tagihan
TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah

tanggal pelaporan.
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah
Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
bulan setelah tanggal pelaporan.

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai
barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh
Pemerintah Daerah, namun pemerintah telah membayar atas
barang/jasa tersebut.

Piutang BLUD

Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam
surat ketetapan/surat tagihan.

Piutang Transfer

Piutang Transfer disajikan sebesar jumlah nominal kekurangan
transfer dari pemerintah pusat dari jumlah yang seharusnya.

" 2
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Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs
le.ngah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya
piutang. 2

. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang
tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka
piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak
tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung
piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan
piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi
besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian
mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan
piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang
timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut
pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang
tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang
pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan
untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka
dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode
kompensasi dengan penerimaan pendapatan/transfer pada periode
berikutnya, seperti piutang transfer.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur

piutang.
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang,

jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang

sitaan.
Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:
untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun

ditetapkan sebesar 5%;
berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu
itaan, dengan persentase

a.

b. untuk piutang yang
dikurangkan dengan agunan atau barang s
penyisihan sebagai berikut:

Persentase Penyisinan Piutang Tidak Tertagih

>1sd 2 |>2sd.3|>3sd 4 >3sd 5| Lebhdan

No. Jenis Piutang
tghun | whun tzhun tahun 5 tahun
1 | Piutang Pajak Daerah 25% 35% 50% 75% 100
2 | Piutang Retribusi | 25% 35% | 50% 75% 100%
Daerah | | ' |
1 25% 35% | 50% | 75% 100%

3 | Piutang selain Pajak
dan Retribusi Daerah
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Nilai agunan dan barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang
dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, adalah sebagali
berikut:

a. Agunan

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan
dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;

80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik
(HM) atau gak guna bangunan (HGB) berikut bangunan di
atasnya;

60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik

(HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut
bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

50% dari NIlai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti
kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan
non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT) terakhir;

50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan
isi kotor paling sedikit 20 meter kubik;

50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor;

50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan
bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan
disertai bukti kepemilikan; dan

Agunan selain yang tersebut pada butir 1) sampai dengan 7)
dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam
pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih setelah mendapat

persetujuan dari Bupati.

b. Barang Sitaan

1)

2)

3)

4)

100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan
dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik
(HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut
bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

50% dari NIlai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti
kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan
non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) terakhir;

50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor
yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti

kepemilikan. \F
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6. Penvanan dan Pengungkapan
piatang disajikan dalam pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis
pratang.

Penvajian piutang dalam mata uang asing pada ncraca menggunakan
kursa .lcngah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran
pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan
tangeal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas
periode berjalan.

Pcnyisilhan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan
sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.
piutang diungkapkan secara cukup dalam CalK.

Informasi

mengenai akun
Informasi dimaksud dapat berupa:

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,

dan pengukuran piutang;
-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;

g pengakuan,

h. Rincian jenis
Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih dibayarkan
penagihan oleh SKPD pemilik piutang atau sudah diserahkan

pengurusannya kepada PUPN/DJKN;

k. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;
. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum

(sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;
(tindakan penagihan),

m. Penjelasan  atas penyelesaian piutang
khususnya untuk Wajib Pajak dengan piutang pajak yang signifikan
dan material.

n. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses

penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan

(SKTJM) atau diterbitkannya Surat

Tanggung Jawab Mutlak
ggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Keputusan Pembebanan Pen
diungkapkan secara cukup dalam

0. Penghapusbukuan piutang harus
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang
nama debitur, nilai

perlu diungkapkan misalnya jenis piutang,
dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

piutang, nomor
pertimbangan pcnghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang
dianggap perlu.

Berikut ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

W

|
|
i
|
|
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PEMERINTAI KADUPATIEEN IIANYU_MAH |
NIERACA

PER 31 DESEMDER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Ruplah)

URAIAN 20X 1 20X0
ASET '
ASET LANCAR
Kas di Kna Daerah XXXX XXXX
P T PR T T T XXXX XXXX
Piutang Pajnk XXXX XXXX
Piutang Retribusi XXXX XNXX
Penyisihan Piutang (xxxx) (%Xxx)
Belanjn Dibayar Dimuka XXXX XXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepnda Perusnhaan XXX XXXX
Negar
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusnhann XXXX XXXX
Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah XXXX XXXX
Pusal
Baginn Lancar Pinjaman kepada Pemerintah XXXX XXNX
Daerah Lainnya
Piutang Lainnya XXXX XXXX
Persediann KXXX XXX
Jumlah Aset Lancar XXXX XXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG XXXX XXXX
ASET TETAP o s
KEWAJIBAN eI e
EKUITAS i s
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEN £
1
i
|
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PENGERTIAN

1.

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah
Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

pplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Daerah, contoh: barang habis pakai
seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen

bekas.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam
proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan
baku konstruksi  bangunan yang akan diserahkan ke

masyarakat/pcmda,

c. Barang dalam proscs
diserahkan kepada
pengerjaan yang akan diser
pertanian setengah jadi/baran

selesai yang akan diserahkan kepa
untuk dijual atau diserahkan kepada

d. Barang yang disimpan _
a kegiatan pemerintah, contoh:

masyarakat dalam rangk
untuk dijual atau diserahkan kepada

a. Barang atau perlengkapan (su

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

masyarakat, contoh: konstruksi dalam
ahkan kepada masyarakat, alat-alat
g hasil proses produksi yang belum
da masyarakat/pemda.

1) Hewan, tanaman

masyarakat/pemda;
2) Tanah/bangunan/peralalan dan mesin/aset tetap lainnya untuk

diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta
ntuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti
beras.

\f

¢, Barang-barang U
cadangan minyak dan cadangan
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2. Klasifikasi
Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:
a. Barang habis pakai,
b. Barang tak habis pakai;
c. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:

Barang konsumsi;

a.

b. Amunisi;

¢. Bahan untuk pemeliharaan;

d. Suku cadang;

¢. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

. Pita cukai dan leges;

g. Bahan baku;

h. Barang dalam proses/setengah jadi;

i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

j. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

k. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

untuk dijualatau diserahkan kepada masyarakat;

l. Aset tetap lainnya,
untuk dijual atau diserahkan kepada

m. Hewan dan tanaman,
masyarakat.

B. PENGAKUAN
1. Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi masa ekonomi masa depan diperolch dan mempunyai nilai

atau biaya yang dapal diukur dengan andal. Biaya tersebut

didukung olech bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di
dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya
terscbut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan

bersifat netral; dan/atau

b, Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan
sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi,

atau Berita Acara Serah Terima (BAST). |
|

2. Beban Persediaan
Beban persediaan diakul berdasarkan pendekatan beban dan |

pendekatan asct atas pembelian barang persediaan,

NS
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a. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban
angun pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan.

Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis persediaan,
kecuali untuk persedinan barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga.

Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

pembelian barang persediaan diakui
an. Sedangkan pengakuan
diaan telah dipakai atau

Dengan pendekatan aset ini,
sebagai penambahan barang persedia
beban persediaan dilakukan ketika perse

dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

untuk persediaan barang yang akan

3 Persediaan dalam Kondisi Rusak atau Usang
si rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
an dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan
u usang.

Persediaan dalam kondi
neraca, tetapi diungkapk
melampirkan daftar persediaan barang rusak ata

C. PENGUKURAN
1. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperole
persediaan meliputi

h dengan pembelian. Biaya
harga pembelian, biaya
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan
g serupa mengurangi biaya perolehan.

perolehan
pengangkutan,
langsung dapat
harga, rabat, dan lainnya yan
uksi apabila diperoleh dengan memproduksi

k produksi persediaan meliputi biaya langsung
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak

b. Harga pokok prod
sendiri. Harga poko
yang terkait dengan
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian  kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

d. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada

masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta
biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan

tersebut.
2. Persediaan dapat dinilai den

¢. Nilai wajar,

gan menggunakan 2 (dua) metode:

S

4.
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Pertama Keluar Pertama (MPKP, atau First In First
bih dahulu dianggap

ni saldo persediaan

a. Metode Masuk
Out, FIFO), dimana barang yang masuk terle

yang pertama kali keluar. Dengan metode i
dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah aset
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
nmsyumknl/pihnk ketiga, yang meliputi: tanah/bangunan; peralatan
dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta

hewan dan tanaman.

chan terakhir, yakni untuk unit persediaan
m-macarl.

yang nilainya

b. Harga perol
tidak material dan jenisnya bermaca

gunakan metode ini adalah:

Klasifikasi persediaan yang meng
1) Barang konsumsi;

2) Amunisi;

3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;

5) Persediaan untuk tujuan strategis /berjaga-jaga;

6) Pita cukai dan leges;

7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi.

3. Perhitungan Fisik Persediaan
penyajan persediaan di neraca, satuan kerja
gan fisik (stock opname) persediaan yang
Inya setiap semester. Untuk selanjutnya

fisik tersebut dilakukan penyesuaian

Dalam rangka
melaksanakan penghitun
dilakukan secara periodik, misa
berdasarkan hasil inventarisasi

data nilai persediaan.

D. PENCATATAN PERSEDIAAN

akuntansi persediaan, dilakukan pencatatan

Untuk mendukung
persediaan.
Persediaan dicatat menggunakan metode per
tan persediaan metode perpetual

petual dan metode periodik.

]. Pencata
Pencatatan persediaan dengan metode
terjadi transaksi yang mempengaruhi
pemakaian).
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai
persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode
ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan
operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat
Contohnya adalah persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum

\f
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pacrah (RSUD). Catatan dengnn me
prngnkunn nilai persedinnn dan per
diakui berdasarkan pendekatan bhelyg

lode perpe

Wesuainn
n,

tual Ini menjadi dasar
nilai beban yang telah

pencatatan persedinan me

-

tode periodik
palam metode periodik, fungai
milal persedinan Ketikn terjoci
diketahui dengan melakukan p
akhir periode. Pada akhir peri
untuk mengkinikan nilal perye
sebelumnya telah diakui berdasg

nkuntanai tdak lan
pPemakaian,
erhitungan

ode inilah ¢
llaan dan nj

Bsung mengkinikan
Jumlah persediaan akhir
fisik (stock opname) pada
libuat jurnal penyesuaian

lai beban persediaan yang
wrkan pendekatan beban,

Untuk barang yang akan diseralkan ke

. padan Mmasyarakat/pihak ketiga dan
spat-obatan dan di RSUD pene

atatan dilakukan secara perpetual,
pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil
mventansasi fisik.

jventansasi fisik dilakukan atas baran
rerada di gudang/tempat penyimpanan
unit pengRuna.

B yang dipakai, baik yang masih
maupun persediaan yang berada di

£ PEXYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajkan di neraca pada bagian aset lancar. Berikut ilustrasi
penvajian persediaan pada Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
. URAIAN o 20X 1 20X0
A?SE‘I: e
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah xRxX XXXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXXX Rxax

Kas di Bendahara Penerimaan XXXX Xoxx
| i s i XXXX XXXX
B R R s ha T AT e st e eN Ly -
| .......................................... XXXX
b R SR e XXX i
. Pwtang Lainnya
i H‘-‘ﬂediann AR :
| Jumlah Aset Lancar EX% Ll
i
f KXXX XXXX
VESTASI JANGKA PANJANG i it
ASET TRTAP
| AJIBA
! N
!,'f_'ﬁl)!‘rAs XXXX XXXX
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CalK untuk persediaan mengungkapkan;

1

-

> pPenyelasan lebih lanjut persediaan seper

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
L}

- i barang atau perlengkapan
vang  digunakan  dalam pelayanan  masyarakat barang atau

prr_lcngkupnn _\-un'g digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang

vang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
discrahkan Kepada masyarakat;

- Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi

fisik; dan

- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BUPATI BANYUMAS,

=\

ACHMAD HUSW
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LAMPIRAN VIi

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENGERTIAN

1. Definisi
Asct tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

2. Klasifikasi
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah
sebagai berikut:

a. Tanah
Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal
kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

dan dalam kondisi siap pakai.

¢. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan baﬂg‘_man
yang diperoleh dengan maksud untuk dlpa!ufu -dalam 'keglatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang di'bangun oleh pemerintah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
dan jaringan tersebut, selain

kondisi sia akai. Jalan, irigasi, : _
digunakan gaf:.m kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan

oleh masyarakat umum. \}
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oleh masyarakat

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan
asct tetap

umum diklasifikasikan sebagal aset yang menambah nilai
tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

jaringan umumnya berupa aset infrastruktur.
ada definisi yang universal digunakan, asct
a mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Jalan, irigasi dan
walaupun tidak
infrastruktur biasany

1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan,terowongan,
sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah,
bendungan dan sistem pencrangan. Aset infrastruktur tidak

termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang
terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan

bangunan.
Aset yang termasuk dalam kateg
antara lain jalan dan jembatan, ban
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukan air.
Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula
jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum
adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan
jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan
usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan

terbatas.

Sejalan dengan Peraturan
Irigasi, irigasi adalah usaha
pembuangan air irigasi untuk menunjang p¢
meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air
irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer
dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian
dari jaringan irigasi yans terdiri dari bangunan utama, saluran
induk/primer, saluran pembuangannnya, bangunan bagi, bangunan
bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan
saluran sekunder, saluran pembuangannya,

irigasi yang terdiri dari

ori Jalan, Irigasi, dan Jaringan
gunan air, instalasi dan jaringan.

pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang

penyediaan, pengaturan, dan
rtanian yang jenisnya
bawah tanah,
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bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan dalam Kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori
Asct Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non
buku), barang yang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan,
dan tanaman.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan
dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu

setelah tanggal pelaporan keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Kriteria Aset Tetap
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset
Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

a. Berwujud,
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Pengakuan Aset Tetap dari Hibah/ Donasi
ibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap

Aset Tetap yang diperoleh dari h :
iy kepemilikannya berpindah.

tersebut diterima dan/atau hak
3. Ase Tetap yang diperoleh dari Sitaan/Rampasan
ari sitaan/rampasan diakui pada saat

A i h d
s¢t Tetap yang diperole berwenang yang memiliki kekuatan

terdapat keputusan instansi yang

hukum tetap. \f
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» Tansh dalam Sengketa atas Prose

pepakuan atas Aset Tetap berdasarkan Jenis Transaksi

kuan atas Axet ' .
S ng"al : : Tetap berdasarkan jenis Iransaksinyn, antaro lain
yan, ngen y '
1\rt'nf l}:: gl bhangan, pengurangan  serln pcnghcnliun dan
pelepasan.  Penjelasan  masing-masing  transaksi - dimaksud  ad luh
wrhaga) berikut: daln

perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset telap sampai
Aengan aset tersebut dalam kondisi sinp digunakan

"

pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tela
vang berakibat pada  peningkatan masa manfaat pcr;ingkatag
ehsiensi, peningkatan  kapasitas, mutu produksi' dan kinerja
dan/ atau penurunan biaya pengoperasian.

pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap
gkarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau
dikarenakan penyusutan.

penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari
atau penghentian permanen suatu Aset Tetap.

~

penggunaan akuf

pengakuan atas Tanah

kkan dengan adanya bukti bahwa telah
wrjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
~ukum seperu sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum
dserufikatkan atas nama Pemerintah Daerah dan/atau dikuasi atau

digunakan oleh pihak lain, maka:

hepemulikan atas Tanah ditunju

¢ Dalah hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun
Pemerintah Daerah, maka tanah

dikuasai dan/atau digunakan oleh
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai

dalam CalLK.

b Dalam hal tanah dimiliki oleh Peme
dan/atau digunakan oleh pihak lai
harus dicatat dan disajikan scbagai aset t
Pemerintah Daerah, seria
CalK, bahwa tanah tersebut dik
lain,

rintah Daerah, namun dikuasai
n, maka tanah tersebut tetap
etap tanah pada neraca
ecara memadai dalam

diungkapkan S
digunakan oleh pihak

yasai atau

s Pengadilan

gketa atau proses penga
an tanah yang sah, tanah
h Pemerintah Daerah,
disajikan sebagai Aset
ta diungkapkan

Perlakuan tanah yang masih dalam sen dilan:

* Dalam hal belum ada bukti kepemillk
tersebut dikuasai dan /atau digunakan ole
maka tanah tersebut tetap harv® dicatat dan
Tetap tanah pada neraca pemerintah Daerah, S€r

secara memadai dalam CalK. | -
i bukti kepemilikan

elum mempunya
au digunakan oleh

b, Dala . :
m hal Pemerintah Dacrah Del- |
lanah yang sah, tanah tersebul dikuasal dan/at

\f
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pihak lain, maka tanah tersebut di
tetap tanah pada neraca, serta diu
CalLk.

catat dan disajikan sebagai asset
ngkapkan secara memadai dalam

illam h ' ili
¢ dnak m l. ::: bukti kcpcnnllknn tanah ganda, namun tanah tersebut
: 1 utl\:: ; an/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah
« " ' ¥ . o
cmd c:mp‘ hmu:f dicatat dan disajikan schbagni asel tetap tanah
pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CalLK

d. Dalam l.ml bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara
memadai dalam CaLK.

7 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih
dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan
pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset
retap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal
dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan
atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak
langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.
Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang
dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan
hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi Pemerintah Daerah atas
perolehan suatu aset tetap dimasa mendatang seperti uang muka

pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan
PCMbangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan
siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset
dinvatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Baerita Acara
Sﬂ‘ah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang./ jas.a ke;?ada
satuan kerja, Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan

pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,
ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa
ntian permanen. Apabila suatu KDP

penghentian sementara dan penghe
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, rl-]ak'a KDp
tersebut tetap dicantumkan ke dalam mneracs dan kejadian ini
diUngkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila
pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya
secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat
ckonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat
P tersebut harus dieliminasi dari

dipertanggungjawabkan, maka KD :
heraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

ot
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 PENGUKURAN

|. Biava Perolehan

¢

A;ct Tetap pada prinsipnya dinilaj dengan biaya perolehan. Apabila
bff")“ Pcrolc.hun sua.lu asct adalah tanpa nilai atau tidak dapat
diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolchan.

Biaya Pe{'olcl'llan adalah jumlah kas atau sctara kas yang dibayarkan
atau nilal wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari
donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai
perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak
dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali

(revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli
tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset
adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

2. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset terdiri dari:

a. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan

pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;

lainnya yang  secara langsung  dapat
sehinggga dapat membawa
aset dapat bekerja untuk

b. Seluruh  biaya
dihubungkan/diatribusikan kepada aset
aset tersebut ke kondisi yang membuat
penggunaan yang dimaksudkan.

tuk belanja perjalanan dan jasa yang

tap atau aset lainnya. Hal ini meliputi

biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan
Perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai
perolehan. Meskipun demikian, tentu saja baru_s dlperhahkan' nilai
kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain diluar harga beli Aset

Tetap tersebut.

Contoh biaya yang secar

dengan aset, antara lain: \f

Demikian juga pengeluaran un
terkait dengan perolehan Aset Te

a langsung dapat dihubungkan/diatribusikan
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o

1) Biava persiapan tempat;

2) Biaya pengiriman awal (initial ;
' delivery) d - ;
bongkar muat (handling cost); y) dan biaya simpan dan

J) Biaya pemasangan (installation cost):
4) Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;

5) Bava konstruksi;

6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi
dengan benar (testing cost).

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka
waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang
diakui adalah sctara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga
perolchan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara
nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan
diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih
tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan
vang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan
komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk
membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya
permulaan (start up cost) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan
merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut

diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Perolehan Aset Tetap secara Gabungan

ri masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara

Biaya perolehan da
a gabungan tersebut

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harg
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.

. Perolehan Aset Tetap secara Swakelola

Biaya perolechan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi:

a. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;

k biaya perencanaan dan pengawasan,
wa peralatan; dan

terjadi  berkenaan  dengan

b. Biaya tidak langsung termasu
perlengkapan, tenaga listrik, s¢

€. Semua biaya lainnya Yyange
pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah ‘batasan jumlah

biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk Qﬂpﬁt 4lguﬁakan df'dam

Penentuan apakah suatu pcngcluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilaj Satuan Minimum }{apitalisasi Asel Tetap terdiri atas pengeluaran

W
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ngadaan be
peng g aru dﬂn' penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, renovasi, dan restorasi.

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
si Aselt
adalah sebagai berikut: Tetap untuk pengadaan baru

Peralatan dan Mesin Rp 500.000,00
feldunf F!an Bangunan Rp 10,000.000’00
alan, Irigasi, dan Jarin : :
o Bt T gan Rp 10.000.000,00
Hewan dan Tanaman Rp 100.000,00
Buku Perpustakaan Rp 100.000:00
Barang Bercorak Kesenian Rp 500.000,00
Peralatan Olahraga Rp 500.000,00

b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Asct Tetap untuk hasil
pengembangan, renovasi, dan restorasi adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin Rp 500.000,00
Gedung dan Bangunan Rp 10.000.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 10.000.000,00
Aset Tetap Lainnya:

Hewan dan Tanaman Rp 100.000,00

Buku Perpustakaan Rp 100.000,00
Barang Bercorak Kesenian Rp 500.000,00
Peralatan Olahraga Rp 500.000,00

6. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
(carrying amount). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan
awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang
tidak memenuhi Nilai Satuan M um Kapitalisasi Aset Tetap diakui
sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban

pengeluaran tersebut terjadi

setelah perolehan awal
anya jika m

m
inim

suatu Aset Tetap dapat

Pengeluaran
emenuhi persyaratan sebagai

dikapitalisasi pada nilai aset h
berikut:

a. Pengeluaran tersebut
kapasitas, kualitas, dan Vo

b. P engeluaran tersebut memenuhi
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

S

n bertambahnya masa manfaat,

mengakibatka
yang telah dimiliki; dan

lume aset

batasan minimal Nilai Satuan
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Terkait dengan knteria pertama di atas, perlu diketahui tentang
“-ngcninn atau istilah berikut ini:

1) Pertambahan masa manfant adalah bertambahnya umur ckonomis
yang diharapkan dan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya scbuah
gedung semula diperkirakan mempunyal umur ekonomis 10 tahun.
pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung
tersebut masih dapat digunakan 8 tnhun lagi. Dengan adanya
renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi

15 tahun.

s Pemingkatan  kapasitas  adalah  bertambahnya kapasitas atau
kemampuan Asct Tetap yang sudah ada. Misalnya, scbuah generator
listnk vang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi schingga
kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset
Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah
diingkatkan menjadi jalan aspal.

&) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan
suatu gedung dari 400 m? menjadi 500 m2,

Beban vang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap
kan economic

vang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahan
benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar
vang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat
dkeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena
bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai
dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan
potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan
diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).

Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian
secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang

membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat.
Beberapa komponen aset tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai
aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk.
Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi,
biaya penggantian atau biaya untuk memperbarui aset dimaksud diakui

schagai perolehan aset yang terpisah.
7. Pertukaran
Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau

thagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak
“ama, Biaya perolehan nset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang

dlll:p;“ dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya

Yang ditransfer/diserahkan. \?
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Bl S Iusct yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama d

Soe yaf’g (flllcpas namun demikian terdapat indikasi gari gr1i1ai ‘:a'aingar:
yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan exj'baiisacn
untuk r‘nembawa asct dalam kondisi bekerja seperti yang dil?ara kan
;nﬂkad!)laya perolchnn yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dirfepas’
p::bai;if:l-:l[:c]iulzr:ccl?fsn jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu
35(‘.‘ yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan
kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru
diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang
dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan
atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran
tersebut dapat diukur dengan andal. Perukaran Aset Tetap dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut,
pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan
terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK

Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut
dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan

Aset Tetap pengganti.

8. Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistem
yang dapat disusutkan (depreciable ass

yang bersangkutan. Nilai penyusutan
diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan Konstruksi Dalam
Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut.
Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu diatur tersendiri di

dalam Peraturan Bupati yang mengatur penyusutan aset tetap.

atis atas nilai suatu Aset Tetap
ets) selama masa manfaat aset
untuk masing-masing periode

9. Aset Bersejarah
arus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah

Aset bersejarah h :
jumlah unit monumen, dalam CalK

unit koleksi yang dimiliki atau
dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perole
dibebankan dalam
tersebut. Beban tersebu
untuk menjadikan aset
yang ada pada periode be

10.Penghentian dan Pelepasan
asi dari neraca ketika dilepaskan atau bila

Suatu Aset Tetap dieliminas! ; '
ermancn dihentikan penggunaannya dan tidak ada

aset letap secara P \f
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han, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran
t termasuk seluruh beban yang berlangsung
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi
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manfaat ckonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang sccara
permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam CaLK. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan
akuf Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus
dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

pDalam hal penghentian  Aset Tetap merupakan akibat dari
pcmindnhmngfmnn dengan cara dijual atau dipertukarkan schingga
pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap
yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual
atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait
diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai
pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan
sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada LAK.

11.Penilaian kembali
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
SAP menganut prinsip penilaian aset

an atau pertukaran. Penyimpangan dari
emerintah

diperkenankan  karena

berdasarkan biaya peroleh
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan p

yang berlaku secara nasional.

12. Penyusunan Neraca Awal
nan neraca awal suatu entitas, biaya

Untuk keperluan penyusu
digunakan adalah nilai wajar pada saat

perolehan aset tetap yang
neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal
penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas

menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan
tidak ada.

' PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
ajian Aset Tetap dalam Neraca.

perolehan Aset Tetap

il s asi pen;
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PEMERINTAH KABUPATEN BAN\-KUMAS
! NERACA
1 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
| T _____(Dalam Rupiah)
= 2ox1 [ 20x0
ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
| ASET TETAP
| Tanah
5‘ Peralatan dan Mesin ixxxx;( m
| Gedung dan Bangunan XXXX XXXX
. Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXXX XXX
: Asct Tetap Lainnya XXXX XXXX
Akumulasi Penyusutan XXXX KXXX
’ Jumlah Aset Tetap XXXX XXXX
! DANA CADANGAN
| ASET LAINNYA
i KEWAJIBAN
EKUITAS

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset
Tetap sebagai berikut:
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai

(carrying amount);
a. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

tercatat

menunjukkan:
1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
b. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan,
2) Metode penyusutan yang di

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yan
dan akumulasi penyusutan pada awal dan

gunakan;
g digunakan;

4) Nilai tercatat bruto

akhir periode.
2. Informasi terkait pertukaran Asct Tetap (jika ada), meliputi:
a. Pihak yang melakuk

b. Jenis Aset Tetap yang disera
et Tetap yang diterima beserta nilainya; dan

S
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d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap
1 Hal lain yang jugn harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Ascl Tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset
Tetap;

¢. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

BUPATI BANYUMAS,

AL

ACHMAD HUSEW /£
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LAMPIRAN V111
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A, PENGERTIAN

1. Definisi

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini
harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan
pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus
ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;

besaran dan rincian tahunan dana Dana Cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan dalam

bentuk rekening tersendiri;
d. sumber Dana Cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

2. Klasifikasi
Dana cadangan termasuk bagian dari aset. Dana Cadangan

diklasifikasikan menurut tujuan pembentukannya,

B. PENGAKUAN

Dana cadangan diakui saat terjadi pemind
rekening Dana Cadangan.

ahan dana dari RKUD ke

C. PENGUKURAN

. Pembentukan Dana Cadangan.
Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal Kas Daerah

yang dipindahkan ke rekening Dana Cadangan.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dika
sebesar nilai nominal jasa giro/bunga

Cadangan. \;
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3.

Berikut
pemerintah Daerah.

. PENGUNGKAPAN
Dalam pengungkapan pada CalLK terkai

N URAIAN 20X1 20X0
| ASET
ASET LANCAR
ASET TETAP
DANA CADANGAN 2006 000X
Dana Cadangan plote’s XXXK
Jumlah Dana Cadangan 000K 00K

Pencairan Dana Cadangan

Pv':nfzmrun. dana cuc‘inngan diakui mengurangi Dana Cadangan scbesar
nilai nominal pencairan rekening Dana Cadangan

 PENYAJIAN

adalah ilustrasi penyajian Dana Cadangan dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

(Dalam Rupiah)

t dengan Dana Cadangan, harus

diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

2w =

o

6. tahun anggaran pelaksanaan dan

dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan Dana Cadangan;

tujuan pembentukan Dana Cadangan;
atan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;

n tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan
gan;

program dan kegi

besaran dan rincia
dan ditransfer ke rekening dana cadan

sumber Dana Cadangan; dan
pencairan Dana Cadangan.

BUPATI BANYUMAS,

e

ACHMAD HUSEW
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KEDIIJAKAN AKUNTANS]I PEMERINTAH
KABUPATIEN BANYUMAS

KEBLIAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

aect Laonnva . merapakan aset Pemerintah Daernh  yang  tidak dapat

M A T ; "
Sddevfikaskan sebagal aset lancar, investasi jangkn panjang, aset tetap dan
Asna (adangan

tact Lamnva antara lain berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan
gtk etiea, asct tdak berwujud, dan aset lain-lain.

6 TAGTHAN JANGKA PANJANG

Pengertan

a

Detinisi

Mutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/
dyadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Klasifikasi

Terdapat beberapa jenis piutang jangka panjang, yaitu:

1) Piutang tagihan penjualan angsuran (TPA)

2)

3)

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya
penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai
Pemerintah Daerah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan
penjualan kendaraan dinas.

Tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses
penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau Kkelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya.

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah aset yang
dimiliki Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian

\f
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l:-;:i::lrngl'nl Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok
I 11){) rdu y?ng Pcr‘lyclesaiannya mengakibatkan aliran masuk
sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah di kemudian hari.

4) Piutang jangka panjang lainnya.

.Piu‘lfmg Jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
jenis p}ul.ﬂng Scpngalmutma telah dijelaskan di atas dikategorikan
scbagai piutang jangka panjang lainnya.
3. pengakuan
a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang
ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

b. Piutang Tagihan TP/TGR
piutang tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

1) Telah ditandatanganinya surat keterangan tanggungjawab
mutlak (SKTIM);

2) Telah diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan
tuntutan ganti kerugian daerah; atau

3) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum
tetap ( inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk
membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah.

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah timbul pada saat
terjadinya pengeluaran pembiayaan atas kredit yang diberikan

Pemerintah Daerah.

d. Piutang jangka panjang lainnya.
Piutang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya hak
Pemerintah Daerah untuk menagih kepada pihak lain.

3. Pengukuran
Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang
berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Piutang tagihan penjualan angsuran (TPA)
Piutang TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan
dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

b. Piutang tagihan TP/TGR

Piutang TP/TGR dicacat sebesar tagihan sebagaimana yang
ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya

kerugian daerah.
¢. Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah.

\;
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Piutang jangka panjang kredi

Pemerintah D
’ n at sebesar
nilai nominal pada sany transaks ernh dicat

| pemberian kredit,
d. Piatang jangka pPanjang lninnya,

piutang  jangka
transaksi yang |
Daerah,

Panjang lainnya dicatat sebesar nilai nominal
erakibat pada tmbulnya hak tagih Pemerintah

plutang Jangka panjang dalam mata uang asing

patang jangka  panjang  dalam mata
mengrunakan kurs tengah Bank Se
atau timbulnya piutang,

uang asing dicatat dengan
ntral pada saat terjadinya transaksi

4 |\-n'\'ujiﬂ|1 dan P(‘!lgungku])"n

pada laporan keuangan tahunan, piutang TPA, tagihan TP/TGR, dan
piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah yang jatuh tempo
lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca
scbagai piutang jangka panjang. Sedangkan piutang TPA, tagihan
TP/TGR, dan piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah yang

jaah tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
direklasifikasi sebagai aset lancar,

Penyajian piutang jangka panjang dalam mata uang asing pada neraca
menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih
penjabaran pos piutang jangka panjang dalam mata uang asing antara
tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau
penurunan ekuitas periode berjalan.

B. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1. Pengertian
a. Definisi

1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/
kemitraan.

2) Bangun, Guna, Serah-BGS (Build, Operate, Transfer - BOT),
adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya,diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

3) Bangun, Serah, Guna-BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan

s
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kepada pengelola barang untuk ke

pihak lain  tersebut  gelama
disepakati,

mudian didayagunakan oleh
Jangka waktu tertentu yang

4) Kerjoasama Pemanfantan (K
Milik Daerah oleh pihak lair

rangka peningkatan penery
lainnya.

SP) adalah pendayagunaan Barang
1 dalam jangka waktu tertentu dalam
maan daecrah dan sumber pembiayaan

5) Masa kerjasama/kemitraan
Pemerintah Daerah dan mitra

perjanjian kcrjasama/kemitmnn

p. Klasifikasi

adalah jangka waktu dimana
kerjasama masih terikat dengan

Jenis aset kemitraan meliputi:

1) Tanah

2) Gedung dan Bangunan dan/atau sarana beserta seluruh

fasi‘litnsnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian
kerjasama/kemitraan,

3) Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.
2. pcngakuan

a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat
pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/
dioperasikan.

c. Dalam rangka kerjasama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang
dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah pada saat proses pembangunan selesai.

d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional
sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang.

e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada
Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan
fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset
Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya

\ 4
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pcrjanjian dan telah ditetapkan st "
Pengguna Barang. P status penggunaannya ole

3. pengukuran
a. Asct ynng.dis‘f:rnhkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan
dnl‘,lm perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset
kcrjusi.l‘mu/ kemitr‘aan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling
objektil atau yang paling berdaya uji.

b, etk AR ditanamkan Pemerintah Daerah  dalam
Kerjasama/kemitraan  dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/

Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini
sebagai kewajiban,

c. Asct hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status
pengguna:'sm'n}'a,. dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau
sebesar 1'31131 wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang
paling objektif atau paling berdaya uji.

4. Penyajian

a. Aset Kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset

lainnya.

b. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau
gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan
operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.

c. Aset Kerjasama/Kemitraan selain tanah harus dilakukan
penyusutan selama masa kerjasama.

d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan
masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset
kemitraan.

e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama
masa kerjasama.

5. Pengungkapan

a. Sehubungan dengan perjanjian Kerjasama/Kemitraan,
pengungkapan berikut harus dibuat:

1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;

4) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan
kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya masa
kerjasama,;

5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor
mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan

S
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6) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil
kerjasama.,

b. Schubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,

pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset
kerjasama/Kkemitraan:

1) klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
2) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
3) penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

4) Scu?lah zfsct diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset
hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset
tetap.

c. ASET TIDAK BERWUJUD
1. Pengertian
a. Definisi
Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non-moneter
yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset
tidak berwujud merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum yang
memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;

2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah;

3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
b. Klasifikasi

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwiil dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/
penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan

bersih perusahaan.

2) Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau
suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di
samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat
mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak
lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

~S
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3) Royalti
Nilai  manfaat ok,
om|
kepemilikan hak cipq, Imky;‘“ﬂ kan/dapat  diterima  atas

%"
dimaksud  akan dimanfank ‘en/hak Jainnyg pada saat hak
perusahann lain, A oleh orang, instansi atau

4) Soltware

Software computer Yang masuk
software yang bukan mcrupuk.nn b
hardware komputer lertentu, De
dimaksud di sini adala n.o e
komputer atau jenis hardw

dalam kategori ATB adalah
agian tdak terpisahkan dari
an katn lain, software yang

B dapat d
are lainnya, P igunakan di

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yan

R diberi
Cipta yang diberikan k kan pemilik Hak Paten atau Hak

cpada pihak lain berdasarkan perjanjian
menikmati manfaat ckonomi dari suatu

yang dibe .
waktu dan syarat tertenty, B ri perlindungan dalam jangka

6) Hasil Kajian/Penelitian yang member
panjang
Hasfl kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suaty kajian atau pengembangan yang

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) ATB Lainnya

ikan manfaat jangka

Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tidak

berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset
tidak berwujud yang ada.

2. Pengakuan

Untuk dapaat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat
membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenubhi:

a. Definisi dari ATB; dan
b. Kriteria pengakuan.
Sesuatu dapat diakui sebagai ATB jika memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa

datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari
ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

\f
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3 Pcngukuran

a.

Harga Perolchan ATB

ATB diukur dengan harga perolehan, yait
dibayar entitas untuk mem R
digunakan dan ATB terseb

harga yang harus
peroleh suatu ATB hingga siap untuk
ut Mempunyai manfaat ekonomi yang
alau jasa potensial yang melekat pada

Biaya untuk memperolch ATB dengan pembelian terdiri dari:

a. H'nrga be‘:h, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat:
¥

b. Sctiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa a.SEt tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut
dapat bekerja untuk Penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya stafl yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Amortisasi ATB

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki
masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan
benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas
atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan
khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan
memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru
atau yang lebih canggih.

Masa manfaat ATB ditetapkan oleh Pengelola Barang atas usulan
Pengguna Barang.

Amortisasi ATB dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi
ATB dilakukan setiap periode.

ATB yang Diperoleh secara Internal
Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:

1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya
yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

2) Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari

harga perolehan ATB di kemudian hari.

aV
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3) ATB yang dihasilkan
maka pengeluaran yan
tahap pengembangan aplikasi

Aset yang memenuhi definisi dan

syarat :
If[‘(‘l](‘h“"“.\'n “d“k d“l')(\l d“cluau y Dcngﬂkuan ATB, namun blﬂya

ri disajikan sebesar nilai wajar.
| penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud y
kegiatan operasional  Pemerintah

pertukaran, hibah, atau berakhirny

a mas :
diganti dengan yang baru, a4 manfaat ATB sehingga perlu

Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau
ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ckonomi masa depan yang
diharapkan _ dari = penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan
pemecizitan I.a zim juga discbut scbagai pemindahtanganan. Apabila
suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin bcrkembang,’ rusak
berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ckonomi masa depan, sehingga
penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau
tidal lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang
bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan
dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya
transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis
diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban
dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat
penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.
Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya
dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada LAK.

. Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara
lain sebagai berikut:

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;

b. Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai

buku ATB;
¢. Penambahan maupun penurunan niali tercatat pada awal dan akhir
periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.

\f
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p perlakuan Khusus
Y.

palam pengakuan software kom it
vang perlu diperhatikan: puter scbagai ATB, ada beberapa hal

ware
a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi

Pemerintah Dacrah dapat dibagl menjadl dua, vaitu ditcembonekan
oleh instansi Pemerintah Daerah sendir atau p.ihyak i g

p. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware

harus  dikapitalisasi scbagai AR
sctel i tteri
perolchan aset secara umum, ah  memenuhi  kriteria

dicatat sebagai persediaan,

d. Apabila software yang dibelj
digunakan sendiri namun mery
hardware, maka software terse
perolchan hardware dan dikapita
yang bersangkutan,

olch Pemerintah Daerah untuk
pakan bagian integral dari suatu
but diakui sebagai bagian harga
lisasi sebagai bagian dari hardware

D. ASET LAIN-LAIN
1. Pengertian
a. Definisi

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi
penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Klasifikasi

Asct tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain.
Contoh: penghentian penggunaan aset tetap Pemerintah Daerah
dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap
vang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa mobil, penghibahan,
penyertaan modal).

2. Pengakuan
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan
aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
3. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai
tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap
disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses
Penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan
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sejak direklasifikasi kecualj ditentukan
o l_un,:lang-x,mdangan.

Pcnyajian dan Pengungkapan

lain menurut ketentuan

Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan

diungkapkan sccara memadai di dalam CalK. Hal-hal yang perlu
giungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan
dilakukannya penghentian  penggunaan, jenis aset tetap yang
dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

: LUSTRAST PENYAJIAN ASET LAINNYA

perikut ilustrasi penyajian Aset Lainnya dalam Neraca.

-
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
URAIAN 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
ASET TETAP
DANA CADANGAN
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XX
Tuntutan Perbendaharaan XXX XK
Tuntutan Ganti Rugi XXHX XXXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXXX pole o d
Aset Tidak Berwujud poleed posvd
Aset Lain-lain XX XXXX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
KEWAJIBAN
EKUITAS

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSE\N}
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANS
I PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANS] KEWAJIBAN

ERTIAN
A FENO

. pefinisi

nyelesaiannya mengakibatkan aliran ke
pcmcrinlﬂh Daerah.

Kewajiban Pemerintah  Daerah dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja
pada pemerintahan kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum
sebagai konsckuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban  dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer
Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktul2 bulan
dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) maksud tersebut didukung dengan adanya ‘suatu perjanjian
pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali

gl
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terhadap pembayaran,

yang dj ;
keuangan disetujui, & diselesaikan sebelum pelaporan
pENOAKUAN
’ gewajivan diakui pada saat kewajiban untyk mep,
# .

pransaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
palam transaksi  dengan pertukaran,

; fransaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

palam [ransaksi“tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah
pacrah berklcwa_]lban memberikan uang atau sumber daya lain kepada
pihak lain di masa depan secara Ccuma-cuma, misal hibah atau transfer
pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah

(government related
events)

palam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban
diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah
sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah
paerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada
kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui
ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon  suatu
kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang
kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal

Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan
akibat bencana alam di masa depan.

(. ENGUKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam
Pngukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti
l"f'fakt.eristiknya.

! Penguluran kewajiban atau utang jangka pendek

8 Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utﬂng Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah

w M
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ima hak i

menr(;rl:m;engaias 1?:\;:]% fiau jasa, maka Pada saat itu Pemerintah
pac Iban atas jumlah .

yang belum dibayark
untuk memp?m::h barang atau jasa tel‘lz!egbut Contoh}'rarB?IZ
kont.mkmr membangun fasilitas atay Peralatan‘sesuai cien an
gpesifikas! Y“lng ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerin%ah
pacrah, jumlah .yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik
kcm‘\]unn pekerjaan sesuaj dengan berita acara k i
pckcrjﬂﬂn- a emajuan
pengukuran Utang Transfer

vtang transfer adalah kewajiban suaty entitas pelaporan untuk

melakukan pcmdbay aran kepada entitas lain sebagai akibat
kclenfu‘m perundang-undangan, Utang transfer diakui dan dinilai
sesuai dengan peraturan yang berlakuy.

pengukuran Utang Bunga

Utang bl.mga dicatat sebesar nilaj bunga yang telah terjadi dan
bclum_dlba.ya" daln diakui pada setiap akhir periode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih
harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya
adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang
atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

. Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar
pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal
pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbent}lk Seku_ri!;as.
utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai
sebesar nilai pari (original face value) dengan n.lem.perhltungl_(an
diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas

utang Pemerintah Daerah dijual tanpa sebesar nilai pari, r.naka
dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah

\f

-79-

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

P

pacrah dijual dengan  hargq
pertambah selama periode penjyqla
itu, jika sckuritas dijual dengan hq
perkurang sclama periode Penjuala

\YAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Jut adalah ilustrasi penyajian kew
Btf;kn panjang dalam Neraca,
g

NERACA

—

KEWAJIBAN

URAIAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

!
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi

Premium (Diskonto) Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

—_—
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

d};’?komo. maka nilainya akan
N hingga jatuh tempo. Sementara

rSﬂupr‘cnﬂum, maka nilainya akan
N hingga jatuh tempo.

ajiban jangka pendek dan kewajiban

(Dalam Rupiah)
[ 20x1 20X0
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Dalam pengungkapan pada CalLK terkait dengan kewajiban, harus

diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

L jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2 jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;

3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku;

4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh

tempo;
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,-janji"n restrukturisasi utang meliputi:
pengurangan pinjaman;
o diﬁkﬂSi persyaratan utang;
pcngumngan tingkat bunga pinjaman;
pcngll“dum" jatuh tempo pinjaman;
pcngumngnn nilai jatuh tempo pinjaman; dan
mngurangan jumlah bunga terutang
pelaporan.

jumial tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
" ymur utang berdasarkan kreditur.

piaya p'mjaman:
' . pcriakuan biaya pinjaman;

sampai dengan periode

b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan

.. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

BUPATI BANYUMAS,

o

ACHMAD HUSBW
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2014

NOMOR

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

dalah kekayaan bersih Pemerintah Dacrah yang merupakan selisih

gitd set dan kewajiban Pemerintah Dacrah.

’nll

Jkhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada LPE. Ekuitas disajikan

H!am Neraca, LPE, dan CaLK.
& " " .
Jt adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca:
— PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
e URAIAN 20X1 20X0
ASET
| ASET LANCAR
| ASET TETAP
| INVESTASI JANGKA PANJANG
i ASET LAINNYA
' KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS A e
‘{ JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXXX

BUPATI BANYUMAS,

i

ACHMAD HUSELU
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LAMPIRAN XI1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

| pengertian
a. Definisi

pendapatan-LO aldalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
persangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi
Klasifikasi Pendapatan-LO menurut sumber pendapatan terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri atas Pendapatan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah.

2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Pendapatan Transfer yang
meliputi jenis pendapatan Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah

Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan
Bantuan Keuangan.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri atas Pendapatan
Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya

2 Pengakuan

2 Hak pemerintah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah
timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu
pendapatan (earnaed) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan
yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
(realized). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas
Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO  yang diperoleh  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan diakui pada saat timbulr.lya hak untuk
menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat
ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen
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sumber yang.hmenu"j“kkﬂn Pemerintah Daerah memiliki hak
untuk menasl pendapz.itan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO
ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh

pejabat y;mg hbemcnflng yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat AL, SIS u::llbayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan
tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

2 pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan  yang telah  selesai diberikan diakui pada saat
limbulnyn‘ hak untuk menagih  imbalan yaitu setelah
discrnhlcrlmnkannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah

pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen
perijinan seperti IMB.

3) l"cndﬂpﬂt‘m'L‘0 Jang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non
kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah
pcndapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran
dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.

~ pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan
pendapatan  LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai
berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO
a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah
yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO
berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan
sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode
self assessment.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut
dengan metode self assessment diakui pada saat realisasi
kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu
Pemerintah Daerah menerbitkan  surat ketetapan.
Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-
LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik
dengan menggunakan formulir maupun bukti- 3@saksi
lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya

setoran pada Kas Daerah.
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b)

c)

d

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode
official assessment,

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan
metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak
untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak
menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah
menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak
sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk
mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)
atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan
maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran
pengembalian.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi diakui ketika pembayaran telah diterima
Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah. Retribusi
pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan
perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya
(accrued) pendapatan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman
pembagian laba BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah-LO
(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah
diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
an Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan
dapatan Denda atas Keterlambatan
Pendapatan Denda Pajak, dan

Angsuran/Cicil
Kekayaan Daerah, Pen
Pelaksanaan Pekerjaan,
Pendapatan Denda Retribusi.

f
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Pendflipﬂlan-pcndapatan terscbut diakui ketika pihak
terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

pendapatan hasil cksckusi jaminan diakui saat pihak
ketiga tidak menunaikan kewajibannya

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen
cksekusi yang sah telah diterbitkan,

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan
perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya
(accrued) pendapatan.

2) pendapatan Transfer-LO

pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas
da RKUD atau pada seat terbitnya peraturan mengenai
penctapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk
dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan
Dacrah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan
pendapatan lainnya.

pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber
daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika
terdapat penerimaan di RKUD (realized).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional
Penjualan Aset Nonlancar,

Jangka Panjang, Surplus dari Kegia
diakui ketika dokumen sumber
(misal: Berita Acara Penjualan
Aset Nonlancar) telah

mencakup antara lain Surplus
Surplus Penyelesaian Kewajiban
tan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional
berupa Berita Acara kegiatan
untuk mengakui Surplus Penjualan
diterima.
! Pengukuran
& Pendapatan-LO dilaksanakan berdas

membukukan pendapatan bruto,
netonya (setelah dikompensasikan dengan pen

Misalnya, pemerintah menerima pendapatan PBB-P2 dan harus

mengeluarkan insentif pemungutan. Atas pcnerimaan pcndapatan
PBB-P2 tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah insentif

Pémungutan tersebut. \f
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alam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya)
ifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
timBSi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka

csns pruto dapat dikecualikan,

pcngﬂk““n Pendapatan Asli Daerah-LO
¢ : '
) pendapatan Pajak Dacrah-LO diukur dengan nilai nominal yaitu

pilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self
assessment dan yang akan diterima Pemerintah Daerah untuk
ojﬁcial assessment,

pendapatan Retribusi Daerah-LO diukur dengan nilai nominal
yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah
pacrah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diukur
dengan nilai nominal deviden yang menjadi bagian laba
pemerintah Daerah yang disepakati dalam RUPS.

2

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO diukur dengan nilai nominal aliran
masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah untuk self
assessment dan yang akan diterima Pemerintah Daerah untuk
official assessment.

5) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan diukur
dengan nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen eksekusi
yang diterbitkan.

6) Pendapatan Retribusi Daerah-LO atau Lain-lain PAD yang Sah-
LO yang ditetapkan melalui perjanjian sewa dikur dengan nilai
nominal pendapatan yang telah terhimpun (accrued).

d. Pendapatan Transfer-LO diukur dengan nilai nominal yaitu nilai
aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah dan yang akan
diterima Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan atau keputusan
pejabat yang bersifat final mengenai alokasi transfer yang menjadi
hak Pemerintah Daerah.

¢. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO
Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
1) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas
yang diterima;

2) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga
yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada

saat terjadinya penerimaan hibah;

% Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga
yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan

berdasarkan:

.87-

3) Menurut biayanya;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

b) Menurut harga pasar; atau
o Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk
barang/jasﬂ/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah
(dak dapat dilakuklan, maka nilai hibah dalam bentuk
parang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
[ pendapatan Non Operasional diakui berdasarkan sebesar nilai
' n dan Pengungkapan

wajar,
: r,(.“yajia
. pendapatan-LO disajikan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis

pndapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada
CaLK.

b pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi
pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal
transaksi.

¢. Di samping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan
schingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai
bentuk dari pendapatan-LO.

3 Perlakuan Khusus
a. Koreksi Pendapatan-LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan

koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi tersebut.

b. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas

Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan
penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian
pendapatan perpajakan.

¢ Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi
kas

Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun
Putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak
mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya
Mmenjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan
Pendapatan perpajakan sebelumnya.

D.alﬂm hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah

kan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya
l“el’utllsan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan
%au putysan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang
Pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan

\f
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embalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat

f,esuaiﬁﬂ atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan
pEV aneLO.
pajal @™t
wut adalah ilustrasi penyajian pendapatan pada LO.
rn
B PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
/-—F .
e Kenaikan/ |
URAIAN 20X1 20X0 g inan| %
AL
ﬁ(ﬂ ATAN OPERASION
PENDAPM‘AN ASLI DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER
NSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
pERlMBANGAN
pana Bagi Hasil Pajak X300t 200X 300X KK
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam AKX 3OOKX 300K KKK
Dana Alokasi Umum 300K X000 100K 300K
Dana Alokasi Khusus XXKX XX XK XK
Jumlah Pendapatan Transfer Dana proves XKXX 00K 3000
Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus XK 0000 XK 30K
Dana Penyesuaian 000K 200K 300K 2000
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya XXKX lereled 200K poleod
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 200K plolele’d 0K 000K
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya X0 XXX 300K XKXK
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah X0 KKK 00K XK
Provinsi
Jumlah Pendapatan Transfer 20000 KK 300X XXXX
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
" Pendapatan Hibah 300X 200X 3OOKK XXX
Pendapatan Dana Darurat XXXX XX X000 XX
Pendapatan Lainnya oo XXX o0 plelols ]
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah X000 200 300K 000K
JUMLAH PENDAPATAN XXX 300X K000K X000K
BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN oo | wo | wox | oo
OPERASIONAL
ATAN NON OPERASIONAL
g‘lilg;LUS/DEmsn SEBELUM POS LUAR wox | wox | wox | oox
M8 LUAR Biag,
SURPLUS/DEFISIT-LO 200K X00K 000X XX

\%
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pENDAPATAN-LRA
p.

1 pengertian
a. DCﬁnlSi

Pendapatan-LRA adalah penerima
Pemerintah Daerah lainnya yang
dalam periode tahun anggaran ya
Pemerintah  Daerah, dan tida
Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Pendapatan-LRA
atas: menurut sumber pendapatan terdiri

1) Pcnda}lzatgn ﬁ‘\sli I-Jaer ah-LRA, yang terdiri atas Pendapatan Pajak
Dacran, Retribusi Dacrah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

)S'mlig Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
ah.

2) Pendapatan .Transfer-LRA, yang terdiri atas Pendapatan Transfer
yang meliputi  jenis Pendapatan Bagi Hasil/DAU/
DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan
Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA, yang terdiri atas
Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya

2. Pengakuan
Pendapatan-LRA dicatat pada saat:
a. kas dari pendapatan tersebut diterima di RKUD.

b. kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD.

c. kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan
langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima
wajib melaporkannya kepada BUD.

ang berasal dari hibah langsung dalam/luar

d. kas atas pendapatan y aran entitas telah

negeri yang digunakan untuk mendanai pengch::.
diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada BUD.

¢ Kas atas pendapatan yang
Pemerintah Daerah berdasark
dan BUD mengakuinya sebagal pen

L Pendapatan dilaporkan atau disahka

BLUD, \;
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3

w

Pcngukuran
pendapatan-LRA diukur (e,
masuk ke Kas Dacrah darj
asas  bruto,  yaity
dikompensasikan dengq,
pcndul)ﬂlﬂ“ tersebut,

1BBUnakan pj)

Ban mey
Sumbe ai nominal kas yan

r pcnf:lapnlan clcngan menggun::kargl
ltanpa dikurangkan/

dlkcluarkan untuk memperoleh

Pendapatay
1 belnnjn yang

pengecualian asas  bryyg dapat (epind:
pmdapalan lersebut lebik mcnccrmirjlf:ld|
pemerintah Daerah atau pene o,
yang perputarannya cepat,
waktunya singkat,

jika  penerimaan kas dari

i aktifitas pihak lain daripada
as tersebut berasal dari transaksi

Volume  transajs; banyak dan jangka
perlakuan Khusus

untuk mendapatkan nilaj Pendapatan-Lra
paerah sering melakukan koreksi
Koreksi tersebut dapat diakibatka
pengembalian Pendapatan-LRA, Ak
adalah scbagai berikut:

yang benar, Pemerintah
atas Pendapatan-LRA tersebut.
n  kesalahan pencatatan atau
untansi untuk koreksi tersebut

a. Pengembalian yang sifatnya norm
pendaptan-LRA pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai

al dan berulang (recurring) atas
penerimaan maupun pada periode
Pe€ngurang pendapatan.

b. Korek§i dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode yang sama.

c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.
Penyajian Pendapatan-LRA pada LRA diilustrasikan pada halaman

berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
MPOR:NI :‘Unr:‘:f:::' ANQGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
A BE
UNTUK ERAKHIR 31 DESEMBER 20x1 DAN 20X0
i - o T (Dalam Rupiah)
URAIAN Anggaran | Realisasl | Realiassi
2 —————— | 20X1 | 20X (%) 20X0
. AN —
twl?“'” TAN ASLI DAERAH
P ENDAPA
PE pendapatan Pajak Dacrah
pcndﬂl"‘"‘“ Retribusi Daerah d XXXX XAXX 000K
tan Hasil Pengelolaan Kekayaan J oo XXXX 200K
g‘::.‘::;:?nng Dipisahkan XXXX XXX -
Lain-lain PAD yang Sah oo
Jumlah Pendapatan Asli Daerah x A o
NDAPATAN TRANSFER
RANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
pERIMBANGAN
pana Bagi Hasil Pajak .
pana Bagi Hasil Sumber Daya Alam A N
pana Alokasi Umum o i X0 XXKK
pana Alokasi Khusus o s
Jumlah Pendapatan Transfer Dana s o = e
Perimbangan oK 10
{RANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
pana Otonomi Khusus - — -~
Dana Penyesuaian p—
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya S %
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 300K T ——
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 000K S0 i —
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 300X o0 30000 oo
provinsi
200K
Jumlah Pendapatan Transfer X000K 200K 000X
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
00K XX
Pendapatan Hibah poved 2HHKHK
dapatan Dana Darurat 200K 00X 00K —
i i 000X 000K 300K 300X
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | xoox 200K 2000 Prerered
000K
JUMLAH PENDAPATAN | 0 o000t 000X
30K X0 200X 300K
BELANJA
TRANSFER X0 e s
PEMBIAYAAN ARRF
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran . »

Sl
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BUPATI BANYUMAS,

Tl

ACHMAD HUSEV
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BA

NYUMAS

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTA

NSI PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A.BEBAN
1. pengertian
a. Definisi

Beba
termasuk potensi pe

akibat transaksi terse
pada penurunan ekui
timbulnya kewajiban.

b. Klasiﬁkasi
Beban diklasifikasikan menurut klasifi

beban) yang meliputi:
1) Beban Pegawai;
2) Beban Barang;

3) Beban Bunga;

4) Beban Subsidi;

5) Beban Hibah;

6) Beban Bantuan Sosial;

7) Beban Penyusutan Aset Tetap /Amortisasi;

8) Beban Penyisihan Piutang;
9) Beban Transfer; dan
10)Beban Lain-lain.

2. Pengakuan

n adalah penurunan manfaat ekonomi
ndapatan yang hilang, atau bi
but dalam periode pelaporan ¥
tas, baik berupa pengeluaran,

atau potensi jasa

aya yang timbul
ang berdampak
konsumsi atau

kasi ekonomi (menurut jenis

a. Prinsip Pengakuan Beban
ada saat timbulnya kewajiban,

Pada prinsipnya, beban diakui P

terjadi konsumsi &

set, atau terjadi penurunan

manfaat ekonomi atau

potensi jasa.
ban pada saat timbulnya kewajiban

1) Pengakuan be

Saat timbulnya kewajiban a
dari pihak lain kepada peme

\f
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r . rKUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan
dar! ;maan manfaat ckonomi dari pihak
encl kan atau akibat perjanjian dengan piha

14 ar
d“::ﬁtua" peraturan pcrundnng-undnngan.
ke

il pengakuan beban pada saat
con \manya tagihan rekening telepon
dillt:'m dibayar Pemerintah Dacrah,

pe

pgakuan beban saat terjadi konsumsi nget
Pre

lain yang belum
k lain atau karena

mbulnya kewajiban adalah
dan rekening listrik yang

: yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asct adalah saat

adinya:
pcngclmnrnn kas kepada pihak |
imbulnya kewajiban; dan/atay

Konsumsi asct non kas
pemerintah Dacrah,

tet
ain yang tidak didahului

b) dalam kegiatan operasional
contoh pel‘lgﬂku‘_‘l“ beban Sflat terjadinya konsumsi aset adalah
,embayaran  Bajl - pcgawai, pembayaran perjalanan  dinas,
mbayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan
pengakuan beban saat terjadinya

o Penurunan manfaat ekonomi
tensi jasa
atau po

3)
pPenurunan manfaat ekonomi atay potensi

terdapat penurunan nilai aset sehubun
aset bersangkutan/berlalunya wakty,

Jasa terjadi pada saat
gan dengan penggunaan

contoh pengakuan beban pada saat terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah

penyisihan piutang,
pcnyusutan aset tetap, dan amortisasi aset ti

dak berwujud.
b pengakuan beban berkaitan dengan pengeluaran kas

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban
dapat dilakukan dengan tiga kondisi sebagai berikut.

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara
pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan
beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat
dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan
beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan., Hal ini
selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuaj dengan
prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah
menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun
belum dilakukan pengeluaran kas.

\J
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2 Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

peban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan
apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pcngcluaran kas dacrah tidak signifikan, maka beban diakui
persamaan dengan saat pengeluaran kas,

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

peban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengeluaran  RKUD  dan pengakuan beban, dimana
pcngnkunn beban dilakukan sctelah pengeluaran kas, maka
pcngukUan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran  kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset
Lainnya.

. pengakuan beban pada periode berjalan

pengakuan beban pada periode berjalan dilakuk

. an dengan dua cara
sebagai berikut:

1) Beban dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) akan diakui
berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan
dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

2) Beban dengan mekanisme Uang Persediaan, Ganti UP, atau
Tambahan UP (UP/GU/TU) akan diakui apabila bukti
pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada
saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan

pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran dan dilakukan
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

d. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan
penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31
Desember belum dibayar.

2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban
atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti
Penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar, Dalam
hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir
@hun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan

s
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isasi yang sudah di
amortisas _ itetapkan denga ;
mcmorial yang diterbitkan., gan mengacu pada bukti

eban P‘?’;”""éha" Piutang diakui saat akhir tahun/periode
akuntall:m e:i asarkan persentase cadangan piutang yang sudah
ditetapkan  dengan  mengacu  pada  bukti ;

diterbitkan. ukti memorial yang

geban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
punga diakui sampai dengan tanggal pelaporan wa;lau un saat
j atuh tempo melewati tanggal pelaporan. P

4)

5)

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah
pacrah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat
alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan
dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang bt;rarti beban
diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

6)

j, Pengukure?
a. Beban Pegawai
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam
dokumen sumber seperti dokumen Kkepegawaian, daftar gaji,
raturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi
dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama
terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban
da periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO).
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan

pcmbctulan/pengurangan pada akun ekuitas.
b. Beban Barang

1) Beban Persediaan
Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan
pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan
beban

Dengan pendekatan ini, setiap
langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis persediaan,
kecuali untuk persediaan barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga.
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Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

b. Pengakuan pembelinn baran

aset B persedinan dengan pendekatan

Pendekatan asct digunaka

n untuk i
akan diserahkan kepada m persediaan barang yang

asyarakat/pihak ketiga.
Lihat Kebijakan Akuntansj Beban dan Belanja

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jns_n. pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar
nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak
ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

telah mendapatkan persetujuan  dari  kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Pencrimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan
dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya
beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban  jasa,
pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

¢. Beban Bunga
Pengukuran

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau
jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas
pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain
jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang
yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode
pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada
pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk
mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada
periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam
Pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

\f
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riode yang sama. Apabilag
K oreksi/ penerimaan kembalj

beban s tA: .
pcndapatan lain-lain (LO). pg) ubsidi dibukukan dalam

am hal mengakibatkan penambahan
embetulan/pcngurangan pada akun

g_dicatat sebesar nilai nominal yang
.hfbah. Beban hibah dalam bentuk
nilai wajar barang/jasa tersebut saat

tertera dalam nota perjanjian
parang/jasa dicatat sebesar
terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan/ peéngurangan pada akun ekuitas.

" Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera
dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang
atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun

ekuitas, \ﬁ
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h.

geban penyisihan Piutang

akuan
isihan piutang tay :
cban PEnY’S 8 tak tertagih g
jsihan_ putang. Metode ini dilakucan gonery Come Metode
gcban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, ngan cara mengakui

kuran

sesu
peban Transfer

ﬂc’gggﬁl_aﬂ

peban transfer dial-'cui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD
atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D)

ngggk.l&@

Beban Transfer diukur sebesar nilaj nominal yang tercantum dalam
dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah
dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban
transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan
sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
paecnambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan
pada akun ekuitas.

Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah
Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke
dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini
bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

Pemerintah Daerah. \ﬂ
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penyajian dan Pengungkapan,
; geban disajikan dalam |

rE

LAPORAN O
UNTUK TAHUN YANG 1y

URAIAN
| KEQIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PEBAN

Beban Pegawai
peban Persediaan
Beban Jasa
peban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Transfer
Beban Lain-lain
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
SURPLUS/DEFISIT-LO

O Entitng Akur
l!(‘rlklll‘_i_lfﬂl“_'_‘""‘ penyafian betyy pada

ar nilai nominal
Nendapatk

pertanggungjawaban
an pengesahan dari BUD.

tansi dan Entitas Pelaporan,

LO,

MERINTA) KAHUI"NI"EN IIANEJAM

A8
PERASIONAL
RAKNIR 34 DESEMBDER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

20X1 20x0 | Kenaikan/ % ]

amuninen )
XXxx XXXX XXXX 200X
xXxx XXXX XXXX XXXX
XXxx XXXX XXXX 200X
XXX Xxxx XXXX OO0
XXXX XXXX XXX 200K
XXxx XXX XXX 000K
XXXX KAXX XXXX OO
XXX XXXX XXX 000K
XXX XXX XXX KX
XUXX XXX XXXX 2000
XXXX XXXX XXX JoooK
XXXX XAXX 200X o0
XXX XXX XKXXX 200K
XXX XXXX XX XXXX
bodo XXXX XXX XXKX
XXXX XXXX XXXX xxxx
XXXX XXXX XXXX XXX

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalLK terkait dengan beban

adalah:

a. penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan
informasi lainnya yang bersifat material sehingga menghasilkan

informasi yang andal dan relevan.

b. rincian beban menurut organisasi.

-101-

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

jelasan atas y
, penie nsur-ungyr 1,
keuangan lembar mykgq, eban yang disajikan dalam lapotan

perlakuan Khusus
' geban Persediaan tidak me
belanja  barang

mnsynmknl/pcmcrinlnh dacra
tx‘lﬂ'\l“ bantuan sosial berbent

mperhitungkan
yang akan

h dan perseding
uk bnl“nng'

Persediaan yang diperoleh
diserahkan kapada
N yang diperoleh dari

l pengertian
a Definisi

Belanja adalah semugq pengeluar :
: an dari RKUD van mengurangi
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggagan gbtarsa.nggl::utagn

dan tidak akan diperoleh :
pacrah. pembayarannya kembali oleh Pemerintah

b. Klasifikasi
Klasifikasi Belanja-LRA menurut sumber pendapatan terdiri atas:
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3) Belanja Modal
4) Bunga
5) Subsidi
6) Hibah
7) Bantuan Sosial
8) Belanja Tak Terduga
9) Transfer.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

BUD.
Pengeluaran yang berasal dari hasil operasional BLUD diakui sebagai
belanja pada saat pengesahan oleh BUD.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
pengeluaran dari kas daerah (SP2D) atau pengesahan oleh BUD dan

diukur berdasarkan azas bruto. \ﬂ
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ayajian dan Pengungkapyy,
. pelara disajikan dan dlungkupkun dala
m:
. LRA scbagal pengeluaray docrah;
» k )
. LAK pada komponen apyg kas keluar kategor i
IKtivitas operasi
X P
d.
1) rincian belanja per SKPD;

2) pcnjcll\SII:n atas unsur-ungyy bela
ran keuan
lapo gan lembar muka; dan

3) penjelasan sebab-sebab tig
daerah. ax lerserapnya target realisasi belanja

nja yang disajikan dalam

penyajian belanja dalam LRA diilustrasikan
perlakuan Khusus

i Aset Teta W
Hibah atas ASCt Telap yang - dimilik '
sebelumnya dibeli dengan jenis pe I Pemerintah Daerah yang

, lanja modal, maka keti

y , etika aset tetap
iersebut diserahkan kepada masyarakat i in ti
It sebagal belana/bsbar o /pemerintah daerah lain tidak

bah, melainkan dj i
o kegiatan nen Serasional, n dicatat scbagai beban

N/

pada halaman berikut.
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URAIAN

PATAN
pen0A DAPATAN ASLI DAERAN
APATAN TRANSFER
UIN-AAIN PENDAPATAN YANG s

NJA
» El-"NJ A OPERASI

pelanja Pegawai
Relanja Barang
punga

Subsidi

Hibah

pantuan Sosial

SLANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Asct Lainnya

Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA

JUMLAH BELANJA

—
/ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

JUMLAH PENDAPATAN

Jumlah Belanja Operasi

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

— (Dalam Rupiah)

Anggaran | Realisasi | Realiassi
20X1 | 20x1 [ (A 20X0
xxxx XXXX 00 X000
oo XXXX xxxX 2000
Xxxx XXXX XXXX 000X

- X000 20000 200X
X X0 oo 20008
X0 000X 2000¢ 200K
oo X000 2000 x000K
X0 200X 200X X000
000 2000 30000 300X
xxx 2000¢ 00K 200K
XxXxx 200X 3000 30000
Xxxx 000X 20000 30000
3o XXXX 00X 300K
300 3000 OO 00X
X0 X000 X00CK 000K
3000 300K 300X 0K
200X 2000 000K 200
300X 200K 300X 300X
300K 300 XX 300X
300X 200X XX 0000
p.o.0.0.4 XXKX XK poeed
o0 XXXX XX 200X
300X XXX 30X 300X
300 000X 00X 200X
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LAMPIRAN x1v
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR T

AHUN 201
TENTANG b
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANS] PEMBIAYAAN

P penerimaan yang perlu dibayar
gemball dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

ahun anggaran dblcrsangkutgn maupun tahun-tahun anggaran
kutny@ yang E“m Penganggaran Pemerintah Daerah terutama
dimakSUdkﬂ“ untuie menutup defisit atau memanfaatkan surplus

nnggﬂmn.
), Klasifikast
; Jcnis'jc"is pembiayaan terdiri atas:

. penerimaan Pembiayaan

penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD yang
perlu dibayar l.(cmbali yang antara lain berasal dari penerimaan
pinjaman, Penjualan obligasi Pemerintah Daerah, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD yang
akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah,
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran
tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3 Pengakuan
1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
{ Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

olai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai
stkarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
npiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

pembiayaan,
N4
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l‘l

ﬂ(‘f‘m K pada Aktivilaa ]nVcs

ol dan Pengungkapan
)

. qaan PC mplayaan dan Pengeluargn

tasi

Pembiayaqn disajikan dalam

\%
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:‘;A)'kﬂpkan dalam CalLK, atau Aktivitag Pendanaan, serta
di“"s  adalah ilustrasi penyajian transaks;
LAPORAN ARUS L
KAS
Untuk Periode yang berakhir 1 Deag
mber 20X1 dan 20x0
" URAI_ATN‘E_—“‘-————__.__ (Dalam Rupiah)
W AKTIVITAS OPERAg] —————— | 20X1 20X0
:R 4§ KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS)
arus Kas Masuk [F—
;ncﬁmaan Dari Divestasi
penerimaan Penjualan Investasi Nop Permanen i i
Jumlah Arus Masuk Kas — 0 X
arus Kas Keluar — o=
;;,gcluaran Penyertaan Moda]
pengeluaran Pembelian Investasi Nop Permanen ::Z -
Jumlah Arus Keluar Kas B =
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investas; m E
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Masuk Kas
penerimaan  Pinjaman  Dalam  Negeri-Sektor
perbankan XXXX oKX
penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi XXXX 200X
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya XXXX XX
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 30X 300K
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
perusahaan Daerah TR G
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah i i
Jumlah Arus Masuk Kas XXXX XXXX
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_‘—-h‘__-__—___
s Keluar Kas —20X1_ | 20x0
ve payaran Pokok Pinj Dalam Negeri.
perbankan Sektor
mbayaran  Pokok  Pinjamap, Dalam, XXxX XXXX
ovligast Negeri.
I,.,J“,)_,Q\ynr|\t|1 Pokok Pinjaman Dilag XXx% X000
Lainny® Negeri.
pembayaran Pokok Pinjaman yq, Neger| o o
wmbc"‘“" Pinjaman Kepada Pcruaahaan Dacrah XXxx XXX
Jumlah Arus Keluar Kog i
e L TV
Arus Kas Bersih Dari Aktivitag Pc"d&naan XXXX XXXX
-“—'-——._____‘______‘_‘_—
\RUS KAS DARL AKTIVITAS TRANS T 01 = X0k
total Kenaikan (Penurunan) Kag
galdo Awal Kas di BUD dan BLyp Xoxx XXX
galdo AKhir Kas di BUD dan BLUD — Xox | oox
e
________:UUU( XXX
saldo Akhir Kas di Bendaharg Penerimaan
galdo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran o —
ALDO AKHIR KAS — —

yal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan d; CalK antara lain:
; Informasi tentang rincian Peénerimaan pembiayaan:

). Informasi tentang rincian pengeluaran Pembiayaan;

3. Landasan hukum berkenaan dengan Penerimaan/pemberian pinjaman,

1‘.’e,-nbcntukaau.n/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang
dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

4. Penjelasan mengenai

selisih apabila nilaj penerimaan/pengeluaran
pembiayaan berbeda.
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LAMPIRAN Xv
PERATY
NOMoR RAN BUpATy BANYUMAS

TENTANg  TAHUN 2014
KEBIJAKA
N AKUNT
KABUPATEN B ANYuﬁqué PEMERINTAH

EBI
KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL

oa/SIKPA dalah  selisjh lebih/k,
Si ?j{m belanja, serta Penerimagp d;ng At X
LpBD sclama satu periode Pelaporan, FeRGRIBE:

lah gunggungan saldo yan
| ada g berasal dari . )
n akumy]
h un-tal?u" .a ggarar? sebelumnya dan tah asi §1LPA/31KPA
t nyesuﬂ'a" lain yang dlpcrkenankan, Un  berjalan serta

alisasij Pendapatan-
an pembiayaan dalam

gahun =%
I{onsohdaSIam

mnsaRSi'transakSi yang mengoreks; SiLPA

b Selisih kurs terealisasi atag ka

pengeluaran (dalam bentuk valas) as di Bendahara

c. Koreksi pengembalian Penerimaan
sebelumnya.

pengeluaran yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS

\ D(-ﬁnisi
qsaksi Transitoris (non  anggaran) adalah transaksi kas yang

mﬂ-rminkan_ penerimaan  dan pengeluaran kas bruto yang tidak
n.K.mpcngﬂmhl pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

B Klasifikasi
mnsaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi:
A Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau
nerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara

Pengeluaran.
Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang
berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga
pegawali negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan, serta
tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil untuk disalurkan/

dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

3. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas
antar rekening BUD.

¢ Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD
merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak
ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

' ¢ Penyzjian dan Pengungkapan

Tfansaksi transitoris disajikan dalam LAK sebagai Aktivita
%ingkapkan dalam CaLK.

bl yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

s Transitoris dan

| 1' i 1 H 14 A . .
' Rincian jenis transaksi transitoris;
2‘ . .
Pengaruuh transaksi transitoris terhadap as
Eenkm adalah jlustrasi penyajian transaksi transi

et atau kewajiban.

toris pada LAK:
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS

,l.J_.,,__-—«"mk Pc:i ode y“l;‘:’\?:; akhir tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

" KAS DARI AKTIVITAS OPERAS] 20X1 20%0
\RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
| \RUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
| Arus Masuk Kas

penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kiriman Uang Masuk

" Jumlah Arus Masuk Kas
f

g

B8

Arus Keluar Kas
pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Kiriman Uang Keluar
Jumlah Arus Keluar Kas

11§

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Total Kenaikan (Penurunan) Kas
saldo Awal Kas di BUD dan BLUD
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
SALDO AKHIR KAS

ied (IR BEE OBRE

(58 EIEEf
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LAMPIRAN XVI11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANS] KOREKSI KESALAHAN

& mempengaruhi laporan keuangan

: mnya. Dengan demikian, koreksi
kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian

dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
' Ada beberapa penyebab bisa terjadiny
" jarena keterlambatan penyampaian bukt; tran
kesalahan hitung, kesalahan penerapan standa
kin-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di pe
w dibuat, namun bisa pula ditemukan pada p

A KLASIFIKASI

saksi oleh pengguna anggaran,
r dan akuntansi, kelalaian, dan

riode yang sama saat kesalahan
eriode di masa depan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelom
jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang meru
tidakakan terjadi kembali.
menjadi 2 (dua) jenis:

pokkan menjadi 2 (dua)

pakan kesalahan yang diharapkan
Kesalahan ini dikelompokkan kembali

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya,
2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan
akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib
Pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak.

\J
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RU\KUAN

P ahan tidak berulang

Kesal

. Kesalahan tidak berulang Yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempen

yANg tidak, dilakukan dengan  pembetulan pada akun yang

persangkutan dalam periode berjalan, Baik pada ak
LRA, belanja, pendapatan L0, maupun bcbnn? - R

contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun

yang b(‘l'Sfl"Rk'Ulﬂ“ kepada Pemerintah  Pusat  karena terjadi
kesalahan pengiriman oleh Pemerintah Pusat.

p. Kesalahan tidak berulang yang terjad pada periode sebelumnya
Kesalahan jenis ini bisa terjadi

garuhi posisi kas maupun

: pada sant yang berbeda, yakni yang
terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode

ersebut  belum  diterbitkan  dan yang terjadi dalam periode
sebelumnya  dan  laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda,

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Korcksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan  lain-lain-LRA. Dalam hal  mengakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena
kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

2 Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
@t alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnyf:\ adalah
Penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan korekix sehlmgga
Perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

\f
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han berulang tidak memerluka

terjadi  pengeluaran kag .. koreksi melainkan dicatat pada

sﬂat untuk me : 3
ndapatan dengan mengurangi pen dapatan-[,lgfembahkan kelebihan
L0 yansg bersangkutan. maupun pendapatan-
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI

penyajian Kembali (restatemeny) adalah
d;lak“k“" atas pos-pos dalam Neracg yan
Lembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali

akan mcngimplt.:mcntasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula
basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual,

perlakuan akuntansi yang
8 perlu dilakukan penyajian

penyajian kembali merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan

akuntansi. Pos—Pos yang neraca yang disajikan kembali harus disajikan
pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK,

Penyajian kembah diper'lukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya
pelum mengikuti  basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan
neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir

whun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju
Akrual (cash toward accrual).

Pos-pos neraca yang perlu disajikan kembali antara lain untuk akun

schagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
piutang;

2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai
belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka
disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak
dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun
mi perlu disajikan kembali;

3. persediaan di Pemerintah Daerah esensinya adalah beban dibayar di
muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat
perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam
persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih
belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan
ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian
persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode
penilaian persediaan setelah basis akrual;

4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan
scbelumnya berbeda dengan metode yang c‘ilgunakan set?lah
menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode

N\f
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gebelumnya seharusnya sudah memenuhi s . \
mctodc ekuitas tapi masih dicatat den .
disajikan kembali;

aset tetap yang menampilkan nilaj byky, 8 . \
| penyusutan; Sl dikurangi akumulasi '

_aset tidak bCfW'UjUd, perlu disajikan k 3 \
setelah dikurangi akumulasj amortisasi: embali dengan nilai buku .

_ pendapatan diterima dimuka, perly g
periode sebelumnya belum disajikan;

. ckuitas, perlu disajikan kembal; karena kebj;
dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda PN S
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